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ABSTRAK 
 
Orysa Ayu Pawestri. E0013316. STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA 
PENJUALAN ORGAN TUBUH GINJAL DALAM PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN FILIPINA. Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum Skripsi. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk studi komparasi  mengetahui persamaan dan 
perbedaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan 
Filipina yang akan  mendasari pembaharuan hukum pidana di bidang kesehatan 
terhadap penjualan organ tubuh ginjal di Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif 
menemukan hukum in concreto mengenai bagaimana ketentuan pidana terhadap 
penjualan organ tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina. Jenis data yang digunakan 
yaitu data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui library 
reserch, untuk memperoleh jawaban atas persamaan dan perbedaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan Filipina yang akan 
mendasari pembaharuan hukum pidana di bidang kesehatan terhadap penjualan organ 
tubuh ginjal di Indonesia 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan, kesatu  persamaan 
ketentuan di Indonesia dan Filipina meliputi sanksi adminitrasi, jenis sanksi pidana 
penjara, denda serta asal pendonor organ tubuh ginjal. Pada perbedaannya meliputi; 
regulasi, subyek tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal, unsur-unsur tindak 
pidana penjualan organ tubuh ginjal, besaran pengenaan sanksi pidana, dan 
kelembagaan penyedia organ tubuh ginjal. Simpulan yang kedua perlunya upaya 
pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 
berkaitan dengan tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal. 
 
Kata Kunci : Studi Komparasi, Tindak Pidana, Penjualan Organ Tubuh Ginjal 
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ABSTRACT 
Orysa Ayu Pawestri. E0013316. COMPARISON STUDY 
COMMERCIALIZATION OF CRIMINAL BODY ORGAN OF KIDNEY 
REGULATIONS IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES. Faculty of Law, 
Sebelas Maret University. Legal Writing. 2017. 
This study aims to study comparisons of knowing the similarities and 
differences of the provisions of the existing legislation in Indonesia and the 
Philippines that will underlie the renewal of criminal law in the field of health 
against the sale of kidneys in Indonesia. 
This research belongs to a normative law, is prescriptive find the law in 
concreto how the criminal provisions against the sale of organs, kidneys in Indonesia 
and the Philippines. The type of data used, namely secondary data. Secondary data 
sources that are used include the law of primary and secondary legal materials. The 
technique of data collection through the libary reserch, for answers to the 
similarities and differences of the provisions of the existing legislation in Indonesia 
and the Philippines that will underlie the renewal of criminal  law in the field of 
health against the sale of organs, kidneys in Indonesia 
According to research and discussion generated, one equation in Indonesia 
and the Philippines provisions covering its administrative, types of sanctions 
criminal sanctions of imprisonment, fines as well as the origin of the kidney organs 
donors. On difference include; Regulation, the subject of a criminal act the sale of 
organs, the kidneys, the elements of a criminal act the sale of organs, the kidneys, the 
imposition of criminal sanctions, the magnitudes and institutional providers of 
kidney organs. A summary of the second renewal efforts need laws against Indonesia 
in the legislation relating to criminal acts of organs, the kidney sales. 
Keywords:Comparison Study, Criminal Act, Kindys Sale 
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MOTTO 
 
“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them” 
(Walt Disney) 
 
“The purpose of education is to build a happier society, we need a more holistic 
approach that promotes the practice of love and compassion.” 
(Dalai Lama) 
 
 
viii 
 
PERSEMBAHAN 
 
Karya sederhana ini penulis dedikasikan kepada: 
1. Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga 
dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini; 
2. Nabi Muhamad SAW sebagai suri tauladan sehingga penulis dapat melanjutkan 
semua ajaran yang diajarkan dan mengikuti semua petunjuk-petunjuknya. 
3. Kedua orangtua yang sudah memberikan dukungan, support dan doa yang tak 
henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan 
hukum (skripsi) ini dengan baik. 
ix 
 
KATA PENGANTAR 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan berkat, rahmat dan karuniaNya sehingga penulis akhirnya 
dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “STUDI 
KOMPARASI TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH 
GINJAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI 
INDONESIA DAN FILIPINA” 
Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat 
memperoleh gelar sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan hukum (skripsi) ini membahas tentang apakah perbedaan 
dan persamaan aturan hukum pidana terkait penjualan organ tubuh ginjal dan 
urgensi perlunya perubahan peraturan perundang-undangan penjualan organ 
tubuh ginjal di Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini 
terdapt banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan 
menerima segala masukan yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di 
kemudian hari. 
Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan 
hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 
seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini : 
1. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
2. Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam 
penulisan hukum ini; 
3. Ibu Diana Lukitasari,S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan saran dan nasehat kepada penulis; 
4. Bapak Ismunarno,S.H.,M.Hum. selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan saran dan nasehat kepada penulis; 
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan, fasilitas, dan 
x 
 
nasehatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
6. Dr. Wachid Putranto, Sp.PD, KGH, Finasim yang sudah berbagi ilmu 
terkait dengan nerfologi dan proses transplntasi organ tubuh ginjal. 
7. Dr.YB.Irpan, S.H.,M.H dan Rekan yang telah memberikan saran dan 
nasehat kepada penulis;   
8. Kedua orangtua yang sudah memberikan dukungan, support dan doa 
yang tak henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis mampu 
menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan baik. 
9. Kakak-kakak dan adik penulis yang bernama Tiar Mita Florina, Flosi 
Cintya Kharisma, dan Yogi Waskito Aji, mereka adalah penyemangat 
terbesar dalam hidup penulis. 
10. Teman-teman penulis Nanda, Dessi, Uma, Yogi, Fatia, Riri, Yosin, 
Adit, Hilary, Erdana, Arin, Deda dan semuanya yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu-persatu. 
11. Semua sahabat, rekan dan teman-teman angkatan 2013 yang selama ini 
telah menjadi keluarga kedua bagi penulis. 
Demikian penulis ucapkan terimakasih, semoga penulisan hukum 
(skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.  
 
Surakarta,    April 2017 
Penulis 
 
 
Orysa Ayu Pawestri 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................... ii 
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................................. iii 
HALAMAN PERNYATAAN .............................................................................. iv 
ABSTRAK ............................................................................................................ v 
MOTTO ................................................................................................................ vii 
PERSEMBAHAN ................................................................................................. viii 
KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix 
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi 
DAFTAR TABEL ................................................................................................. xiii 
BAB I   PENDAHULUAN .................................................................................. 1 
A.  Latar Belakang ......................................................................................... 3 
B.  Rumusan Masalah .................................................................................... 3 
C.  Tujuan Penelitian ...................................................................................... 3  
D.  Manfaat Penelitian .................................................................................... 4 
E.  Metode Penelitian ..................................................................................... 4 
F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................................... 8 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................ 10 
A.  Kerangka Teori ......................................................................................... 10 
1. Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia dan Filipina ..................... 10 
2. Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal di Indonesia  
dan Filipin .......................................................................................... 20 
3. Perbandingan Hukum sebagai Manfaat Pembaharuan Hukum 
Pidana ................................................................................................. 33 
B. Kerangka Pemikiran .................................................................................. 39 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..................................... 41 
A. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Perundang-Undangan terkait  
Penjualan Organ Tubuh Ginjal di Indonesia dan Filipina ......................... 41 
xii 
 
B. Urgensi Pembaharuan Pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan 
Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal di dalam Ketentuan Hukum 
Positif di Indonesia ................................................................................ 63 
Bab IV SIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 67 
A. Simpulan ................................................................................................ 67 
B. Saran ...................................................................................................... 67 
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
DAFTAR TABEL 
Tabel 1 ...................................................................................................................41 
Tabel 2  ..................................................................................................................45 
 
 
  
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Kesehatan merupakan hak asasi tiap warga negara sebagaimana yang telah 
dijamin dalam pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup baik dan sehat serta 
berhak memperoleh pelayangan kesehatan”. Pemenuhan kebutuhan di bidang 
kesehatan, merupakan tanggung jawab pemerintah bersama dengan masyarakat, 
sehingga kebijakan pemerintah harus berlandaskan pedoman yang tegas. Secara 
historis, regulasi kesehatan di Indonesia, termuat dalam Undang-Undang Pokok 
Kesehatan Nomor 9 tahun 1960, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 
tahun 1992 tentang Kesehatan, sebagaimana yang telah di rubah dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Laporan 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, mengatakan pada tahun 2014 
pemenuhan kesehatan penduduk Indonesia hanya sebesar 3,29% (tiga koma dua 
puluh sembilan persen), selebihnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan 
pangan. (Katalog Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015:9).  
Masalah kemiskinan menjadi salah satu indikator minimnya pemenuhan 
kesehatan. Data dari Badan Pusat Statistik dalam Profil Kesehatan Indonesia, pada 
tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 312.328 (tiga ratus dua belas ribu tiga ratus 
dua puluh delapan ) jiwa, dan mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 
344.809 (tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan) jiwa (Katalog 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015:8). Minimnya pemenuhan di 
bidang kesehatan mengakibatkan timbulnya berbagai macam penyakit kronis, 
salah satunya, penyakit gagal ginjal.  
Angka kemiskinan yang relatif tinggi berakibat pada rendahnya 
penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, sehingga berdampak 
langsung pada munculnya berbagai jenis penyakit kronis, salah satunya penyakit 
gagal ginjal. Berdasarkan data yang dikelola oleh Studi Perhimpunan Nerfologi 
Indonesia, pada tahun 2015 sebesar 25-35 juta jiwa masyarakat di Indonesia 
2 
 
 
terserang penyakit ginjal. Pengobatan tercepat untuk menangani penyakit 
gagal ginjal adalah transplantasi ginjal, namun transplantasi organ tubuh ginjal 
yang ada di Indonesia tidak didukung dengan ketersediaan organ tubuh ginjal dan 
prosedur yang membutuhkan waktu lama serta, sehingga memunculkan 
perdagangan organ ginjal secara ilegal. 
Pada bulan Februari tahun 2016, Direktorat Tindak Pidana Umum 
Bareskrim Mabes Polri menemukan jaringan komersialisasi organ ginjal, yang 
melibatkan salah satu rumah sakit pemerintah Jakarta. Keuntungan komersialisasi 
organ tubuh ginjal sekitar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) hingga 
Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (Majalah Tempo,2016:71). 
Komersialisasi organ tubuh ginjal, merupakan tindakan melawan hukum yang 
diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda. Tingginya keuntungan material 
yang didapat dari penjualan organ ginjal secara illegal, menyebabkan potensi 
merebaknya penjualan organ ginjal di Indonesia secara ilegal.  
Kondisi hukum kesehatan di Negara Filipina cenderung lebih baik dari 
pada Indonesia, terkait dengan praktek komersialiasi organ tubuh ginjal. 
Transplantasi terhadap organ tubuh ginjal pertama kali berhasil dilaksanakan pada 
tahun 1969 yang dilandaskan pada Republic Act No.7170 (RA 7170  The Organ 
Donation Act of 1991 yang mengatur mengenai prosedur transplantasi jaringan 
dan organ tubuh manusia) (Cecilia M. Tuazon, 1973:510). Perkembangannya 
Pemerintah Filipina mengesahkan regulasi yang berkaitan dengan organ tubuh 
ginjal, serta membentuk lembaga resmi penyediaan jual beli organ ginjal, 
legalisasi penyediaan ginjal di Filipina, termuat dalam; Republic of Philippines 
Departement of Health Estabilishmen of a National Program for Sharing of 
Organs form Deceased Donors; Republic of Philippines Departement of Health 
Revied National Policy on Living Non Related Organ Donation and 
Transplatation and its Implementing Structure. Regulasi dan hukum positif terkait 
dengan jual beli organ tubuh ginjal meliputi; pihak yang terlibat, jenis-jenis 
perbuatan komersialisasi dan tindakan yang dilarang dalam pemenuhan kebutuhan 
organ tubuh ginjal, serta didukung dengan peralatan medis yang komperhersif. 
(http://www.nkti.gov.ph/about-us/overview). Hukum positif yang berlaku di 
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Filipina memprioritaskan pelayang masyarakat di bidang kesehatan yakni 
Kalusugan Pangkalahatan (pemenuhan kesehatan publik), salah satunya yakni 
membentuk lembaga penyediaan organ tubuh ginjal yang bertanggungjawab 
secara langsung di Departemen Kesehatan Filipina. Filipina menjadi negara 
pembanding, karena Filipina merupakan salah satu negara berkembang dengan 
sistem kesehatan yang jauh lebih baik dan didukung dengan hukum positif yang 
melarangan tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal Penulis tertarik untuk 
melakukan perbandingan peraturan hukum kesehatan terkait penjualan organ 
tubuh ginjal yang berlaku di Indonesia dengan Filipina, yang nantinya dapat 
memberikan pembaharuan hukum pidana di Indonesia terhadap tindak pidana 
penjualan organ ginjal. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “STUDI 
KOMPARASI TINDAK PIDANA PENJUALAN ORGAN TUBUH GINJAL 
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN 
FILIPINA”. 
 
B. Rumusan Masalah: 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan 
permasalahan sebagai berikut: 
1. Apakah persamaan dan perbedaan peraturan perundang-undangan tentang 
penjualan organ tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina? 
2. Apakah urgensi perubahan dalam  pengaturan tindak pidana terkait penjualan 
organ tubuh ginjal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?  
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui perbandingan hukum kesehatan tentang penjualan organ tubuh 
ginjal di Indonesia dan Filipina, sehingga mengetahui kelemahan dan 
kelebihan hukum kesehatan terkait penjualan ginjal di Indonesia dan 
Filipina; 
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b. Mengetahui urgensi perlunya perubahan dalam pengaturan tindak pidana 
penjualan organ tubuh ginjal di dalam peraturan perundang-undangan di 
Indonesia. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman 
serta pemahaman aspek hukum dalam teori yang berguna bagi penulis; 
b. Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penelitian hukum, yang 
merupakan syarat guna memperoleh gelar sarjana S1 dalam bidang Ilmu 
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum dan 
sebagai sumbangan pemikiran atas permasalahan tindak pidana penjualan 
organ tubuh ginjal; 
b. Penelitian ini merupakan latihan pembelajaran dalam menerapkan ilmu 
dan teori yang telah penulis peroleh; 
c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang 
karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis di masa yang akan 
datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, 
membentuk pola pikir ilmiah, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk 
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. 
Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah suatu 
proses untuk menemukan aturan, prinsip dan doktrin hukum yang berkaitan 
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dengan hukum kesehatan di Indonesia dan Filipina sehingga dapat 
memberikan jawaban permasalahan berupa pembaharuan hukum kesehatan di 
Indonesia terkait dengan penjualan organ tubuh ginjal. (Peter Mahmud 
Marzuki, 2005:35). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif. Sifat 
penelitian preskriptif ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi berupa 
rekomendasi untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum 
kesehatan terhadap penjualan organ tubuh ginjal di Indoensia dan Filipina. 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan 2 (dua) 
pendekatan. Pertama pendekatan perundang-undangan yang penulis gunakan 
merupakan pendekatan dengan membandingkan peraturan perundang-
undangan di bidang kesehatan yang berlaku di Indonesia yakni Undang-
Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat 
Anatomis serta Transplantasi Organ Tubuh dan Jaringan Lainnya, dan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Transplantasi Organ dan Filipina yakni (1) Hose Bill No.3165 : An Act To 
Institute Police To Prohibited Commercial Dealings In Human Organs, Tissue 
And/Or Parts, Providing Penalties Therfore For Its Violations, And For Other 
Purposes; (2) Executive Order No.34 : An Act Regulating Living Non Related 
Organ Donation. (3) Departement of Health No.2010-0018 : Revised National 
Policy on Living Non Related Organ Donor and Transplatation and its 
Implementing Structure. Kedua pendekatan dengan membandingkan ketentuan 
sistem hukum positf di bidang kesehatan yang berlaku di Indonesia dan 
Filipina.  
 
4. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
adapun data sekunder yaitu data informasi hasil pengkajian dokumen 
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penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan 
meliputi buku-buku, literatur, jurnal, atau arsip yang sesuai dengan penjualan 
organ tubuh ginjal. 
Sumber penelitan adalah asal dan perolehan preskripsi mengenai apa 
yang seyogyangya, diperlukan dalam perlu atau tidaknya urgensi perubahan 
peraturan perundang-undangan  di Indonesia dan Filipina. Adapun sumber 
penelitian hukum, meliputi : 
a. Sumber Hukum Primer 
Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-
undangan terkait dengan  kesehatan terhadap tindak pidana penjualan 
organ tubuh ginjal yang berlaku di Indonesia dan Filipina. 
1) Sumber Hukum di Indonesia : 
a) KUHP 
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan; 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat 
Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau 
Jaringan Tubuh; 
d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Transplantasi Organ. 
2) Sumber Hukum di Filipina 
a) Hose Bill No.3165 : An Act To Institute Police To Prohibited 
Commercial Dealings In Human Organs, Tissue And/Or Parts, 
Providing Penalties Therfore For Its Violations, And For Other 
Purposes; 
b) Executive Order No.34 : An Act Regulating Living Non Related 
Organ Donation. 
c) Departement of Health No.2010-0018 : Revised National Policy on 
Living Non Related Organ Donor and Transplatation and its 
Implementing Structure. 
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b. Sumber Hukum Sekunder 
Dalam penelitian ini sumber hukum sekunder yang digunakan meliputi: 
1) Buku-Buku ilmiah dibidang hukum terkait dengan tindak pidana 
penjualan organ tubuh ginjal yang ada di Indonesia dan Filipina; 
2) Kamus-kamus hukum; 
3) Jurnal-jurnal hukum terkait dengan tindak pidana penjualan organ 
tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina; 
4) Makalah-makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana terkait dengan 
tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal yang terjadi di Indoensia 
dan ketentuan penjualan organ tubuh ginjal di Filipina; 
5) Artikel, internet, maupun media massa terkait dengan tindak pidana 
penjualan organ tubuh ginjal yang terjadi di Indonesia; 
6) Literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana 
penjualan organ tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data 
dengan penelitian kapustakaan (library research) yang merupakan teknik 
pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-
undangan, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal, buku-buku, dan bahan pustaka 
lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Setelah itu 
diperbandingkan untuk menjawab isu hukum terkait permasalahan penjualan 
organ tubuh ginjal.  
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam 
menyusun penelitian ini adalah metode deduksi. Metode deduksi ini 
berpangkal dari pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kesehatan yang 
ada di Indonesia dan Filipina, kemudian premis minor merupakan tindak 
pidana penjualan organ tubuh ginjal, sehingga dari kedua hal tersebut dapat 
ditarik kesimpulan dalam upaya pembaharuan hukum kesehatan di Indonesia 
terhadap tindak pidana penjualan orga tubuh ginjal. 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 
       Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi. 
Penulisan hukum ini dibagai menjadi 4 (empat) bab, yaitu Bab I Pendahuluan, 
Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV 
Penutup, dengan menggunakan sistematika sebagai berikut : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi mengenai kerangka uraian latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai kerangka teori. Kerangka teori tersebut 
meliputi: 
A. Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia dan Filipina 
1. Pengertian Sistem Hukum; 
2. Sistem Hukum di Indonesia; 
3. Sistem Hukum di Filipina; 
B. Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal di Indonesia 
dan Filipina 
1. Pengertian Tindak Pidana; 
2. Pengaturan Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal 
di Indonesia; 
3. Pengaturan Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal 
di Filipina. 
C. Perbandingan Hukum sebagai Manfaat Pembaharuan Hukum 
Pidana 
1. Pengertian Perbandingan Hukum; 
2. Manfaat Perbandingan Hukum sebagai Pembaharuan 
Hukum Pidana. 
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi mengenai uraian dan sajian pembahasan dari hasil 
penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu konsep hukum 
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kesehatan terhadap tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal di 
Indonesia dan Filipina, perbandingan terhadap formulasi jenis-
jenis tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal di Indonesia dan 
Filipina yang berdasarkan pada persamaan dan perbedaan dalam 
pengaturan hukum kesehatan terhadap transplantasi organ tubuh 
ginjal, serta bagaimana pembaharuan hukum pidana terkait 
hukum kesehatan di Indonesia. 
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini menjelaskan simpulan dari hasil penelitian dan 
pembahasan yang diperoleh dari analisis yang bersumber pada 
hasil penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia dan Filipina 
a. Pengertian Sistem Hukum 
Sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik sebagai 
sebuah prosedur yang memiliki lembaga institusi hukum berwenang 
memuat aparatur hukum sebagai penegak dan berjalannya prosedur hukum 
di suatu negara sebagai sebuah sistem.  
 Legal philosophers and social scientists alike have made 
innumerable attempts at definition of legal system. The first major 
type is institutional The legal system is bounded, then, by the 
relevant work of lawyers, judges, police, legislators, 
administrators, notaries, and others (filsuf hukum dan tokoh sosial 
banyak mendifinisikan pengertian dari sistem hukum. Secara 
umum sistem hukum memiliki pengertian sebuah institusi 
kelembagaan negara. Sistem hukum memberikan batasan terhadap 
peyelenggara kelembagaan negara, pembatasan ini dilakukan oleh 
aparatur hukum, meliputi pengacara, hakim, polisi, lembaga 
legislativ, notaris dan aparatur hukum lainnya) (Lawrence 
M.Friedman, 1907,6) 
 
Paul Bohannon (dalam Lawrance M. Friedman, 1907:7) 
berpendapat “legal system are the essence of law” (sistem hukum 
merupakan hakikat dari hukum), sehingga tanpa adanya sistem hukum, 
hukum tidak memiliki hakikat apapun, karena tidak digerakkan oleh 
lembaga maupun aparatur penegak hukum. Seperti sebuah lembaga, 
organisasi, maupun negara tidak akan dapat berjalan tanpa adanya suatu 
sistem yang mengorganisir tugas dan fungsi masing-masing pihak.  
Menurut Talcott Parsons (Talcott Parsons, 1971:18) sistem hukum 
dalam arti sempit merupakan “one looks on law as a general normative 
code permofing intregarative fuction” (sistem hukum secara umum 
merupakan sekumpulan aturan untuk menegakkan fungsi hukum). 
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Berdasarkan penjelasan dari Talcott Parsons secara sempit sistem hukum 
merupakan substansi dari keberadaan hukum yang berlaku di suatu negara. 
Substnasi dari keberadaan hukum tersebut terlihat dari peraturan 
perundang-udangan yang dapat memiliki fungsi dalam rangka memenuhi 
kebutuhan kesejahteraan masyarakat.  
Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) (dalam, Ade 
Maman Suherman,2004:14) sistem hukum terdiri dari elemen-elemen 
sebagai berikut : 
1) Materi hukum (tatanan hukum) yang di dalamnya terdiri dari: 
a) Perencanaan hukum; 
b) Pembentukan hukum; 
c) Penelitian hukum; 
d) Pengembangan hukum; 
2) Aparatur hukum yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi 
penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum, dan 
pelayangan hukum;  
3) Sarana dan prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik; 
4) Budaya hukum yang dianut oleh warga masyarakat termasuk para 
pejabat; dan  
5) Pendidikan hukum. 
 
Berdasarkan pengertian dari BPHN, definisi sistem hukum harus 
mencakup lima elemen penting yakni yang pertama materi hukum, kedua 
aparatur hukum, ketiga sarana dan prasarana, keempat budaya, dan kelima 
pendidikan hukum, kelima elemen tersebut merupakan seperangkat 
operasioal yang bekerja sesuai dengan prosedur, institusi dan materi 
hukum dalam suatu negara, untuk membentuk materi hukum harus 
diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan, yang dapat berbeda dari 
waktu ke waktu karena adanya kepentingan dan kebutuhan.  
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem hukum 
merupakan prosedur pengelolaan dari peraturan perundang-undangan dan 
putusan hakim serta sumber hukum lainnya yang dilaksanakan oleh 
aparatur hukum meliputi hakim, polisi, jaksa dan pengacara, sehingga 
dapat menghasilkan mafaat untuk masa yang akan datang dan masyarakat. 
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Sistem hukum yang belaku dalam masyarakat bangsa-bangsa juga 
memiliki keragaman akar dan sistem hukum sama lain. Rene David (John 
E.C. Brierley, 1978: 20-29) menjelaskan sistem hukum yang utama di 
dunia (Major Legal System), meliputi: 
1) Civil Law this group includes those countries in which legal 
science has developed on the basis of Roman ius civile. Hare the 
rule of law is conceived as a rule of conduct intimately linked to 
ideas of justice and morality (merupakan hukum sipil berdasarkan 
kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum ini berakar dari hukum 
Romawi yang dipraktikan oleh negara-negara Eropa kontinental 
termasuk bekas jajahannya); 
2) Common Law. The common law, altogether different in its 
characteristics from civil law, was formed primaly by judges who 
had to resolve individual disputes ( berbeda dengan sistem hukum 
civil law, pada sistem hukum common law sumber hukum 
berdasarkan costum berdasarkan presenden atau judge made law.); 
3) Islamic law,In muslim countries, in the same way, more attention is 
given to the model law linked to the Islamic religion than to local 
custom such as Al-quran and Hadist (merupakan hukum yang 
diterapkan di negara muslim berdasarkan syariah Islam, bersumber 
dari Al-quran dan Hadist); 
4) Sub-Sahara Africa. The vast majority of Africa population still 
lives according to traditional ways which do not compromise what 
we in the west call law and without heed to what is very often 
nothing more than an artificial body rules. (salah satu hukum 
diterapkan pada populasi masyarakat Afrika yang mana masih 
menerapkan hukum adat yang berlaku di wilayah Afrika); 
5) Far East. The far east is complety different. Law is in an 
instrument of arbitraty action rather than the symbol of justice, it is 
factor contributing to social disorder rather than social order. 
(sistem hukum far east berbeda dengan sistem hukum lainnya, 
pada sistem hukum far east hukum merupakan instrument 
penguasa untuk bertndak menegakkan keadilan dalam rangka 
memperbaiki struktur sosial yang terpecah untuk kembali ke tertib 
sosial masyarakat. 
 
Menurut pendapat Ade Maman Suherman sistem hukum dapat 
ditelaah menjadi beberapa kelompok: 
1) Sistem hukum yang di crate oleh manusia (positivisme) man made 
law, seperti sistem civil law dan common law; 
2) Sistem hukum yang dibuat berdasarkan hukum alam. Hukum yang 
bersumberkan pada teori hukum alam yang memiliki prinsip bahwa 
law is not made but to be found; 
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3) Kombinasi man made law dan sebagai law of God. Sistem hukum 
ini merupakan sistem hukum Islam yang menafsirkan manusia 
dengan metode tertentu yang sifatnya kontekstual, adaptif, dan 
responsif; (Ade Maman Suherman,2004;20); 
4) Sistem hukum yang berdasar nilai-nilai lokal. Sistem hukum ini 
bersumber pada nilai-nilai lokal baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis. 
 
 Pemakaian terminologi sistem hukum Barat meliputi semua sistem 
hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai barat, meliputi sistem hukum 
civil law, common law, dan socialist law. Sistem civil law telah menjadi 
sebuah sistem yang memiliki determinasi yang kuat serta berpengaruh di 
sejumlah bekas negara kolonial Eropa seperti; Spayol, Protugis, Prancis, 
Belanda dan Belgia. Sedangakan sistem hukum common law berlaku pada 
sejumlah negara seperti Inggris beserta eks negara jajahannya, meliputi 
Amerika, Australia, India, Pakistan, Malaysia, dan Singapura. Hukum 
Barat dilandasi dengan prinsip-prinsip serta konsep materialisme, 
sekularisme, liberalisme, dan kapitalisme. Hukum Barat memiliki prinsip-
prinsip tersebut karena adanya penyimpangan berupa tirani teokratik yang 
terjadi pada abad pertengahan. Ketika itu agama sudah tidak lagi 
mendapatkan tempat dalam kehidupan bangsa Eropa, karena 
penyimpangan dan penindasan yang memakai kedok agama menciptakan 
jarak sendiri dan membuat antipati terhadap agama. Berangkat dari kondisi 
tersebut terjadilah sekularisasi dan marjinalisasi peran agama dalam 
kehidupan bernegara, sehingga timbulah ide untuk memisahakn religious 
power dengan sekularisme. (Ade Maman Suherman, 2004:26). 
 
b. Sistem Hukum Indonesia 
Sistem hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum 
Belanda. Sistem hukum di Belanda adalah sistem hukum yang berasal dari 
sistem hukum Romawi. Sistem hukum ini pada awalnya bersumber dari 
sistem hukum Romawi kuno yang dikembangkan oleh negara Prancis, 
Spayol, dan Protugis. Berkembangnya sistem hukum Romawi Jerman 
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Barat merupakan usaha Napoleon Bonarparte menyusun Code Civil yang 
bersumber dari Hukum Romawi. Sistem hukum ini pertama kali 
berkembang dalam hukum perdata (private law/civil law), yaitu hukum 
yang mengatur hubungan sesama anggota masyarakat. (Budiman Ginting, 
2005:33).  
Sistem hukum civil law, bersumber pada kodifikasi hukum yang 
berlaku di Kekaisaran Romawi yaitu Corpus Juries Civilize pada 
pertengahan abad VI Masehi dari Kaisar Justhinianus, setelah revolusi 
Perancis (1789-17951) menjadikan Code Civil berlaku pada tanggal 21 
Maret 1804. Oleh Belanda Code Civil Perancis dijadikan sebagai Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (1838), begitupun dengan Code de 
Commerce Perancis (1807) dijadikan sebagai Kitab Undang-Undang 
Hukum Dagang Belanda (1811-1838). Berdasarkan asas konkordansi 
keduanya dijadikan sebagai Wetboek van Strafrecht dan Burgerlijk 
Wetboek bagi negara-negara jajahan Belanda, termasuk di Indonesia pada 
tahun 1848 (Ade Maman Suherman, 2004:65-68).  
Dalam buku Ade Maman Suherman, Hugo Grotius 
mengungkapkan bahwa Hukum Romawi adalah: 
When no general written laws, preveleges, by laws or customs 
were found touching the matter in hand, the judges were from 
times of old admonished by oath to follow the path of reason 
according to their knowledge and disrection. But since the roman 
laws particulary as codified under Justinian, were consider by men 
of understanding to be full of wisdom and equity, these were first 
receive of patterns of wisdom and equity and in course of time by 
custom as law. (apabila tidak ada hukum umum yang tertulis, dan 
tidak ditemukan hukum kebiasaan dalam menangani perkara, 
hakim dari zaman old admonish (peradilan sistem lama dalam 
mengadili perkara) berdasarkan sumpah mengikuti alur logika 
menurut ilmu pengetahuan dan diskersi. Namun sejak hukum 
Romawi, khususnya sebagai hukum terkodifikasi oleh Justinian 
dapat dipertimbangkan oleh semua orang untuk memperoleh 
kebijaksanaan dan keadilan dalam periode kebiasaan sebagai 
hukum. (Ade Maman Suherman, 2004 : 54) 
 
 Civil law merupakan suatu tradisi hukum yang berasal dari Hukum 
Roma yang terkodifikasi dalam Corpus Juris Civilis Justinian dan tersebar 
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ke seluruh benua Eropa dan seluruh dunia. Kode sipil, terbagi kedalam dua 
cabang, yaitu : 
1) Hukum Romawi yang terkodifikasi (Kode Sipil Prancis tahun 
1804) yang berlaku di daerah lainnya di benua Eropa yang 
mengadopsinya; 
2) Hukum Romawi yang tidak dikodifikasi (Skotlandia dan Afrika 
Selatan). Hukum civil law sangat sistematis, terstruktur yang 
berdasarkan deklarasi para dewan, prinsip-prinsip umum, dan 
sering menghindari hal-hal yang detail. (Ade Maman 
Suherman, 2004 : 57). 
 
Sistematika yang dipakai pada sistem kodifikasi Belanda 
merupakan adopsi dari hukum Napoleon. Tidak banyak perbedaan antara 
sistem Indonesia dengan Belanda, tapi dalam struktur (legal structure) 
sistem penegakan hukum (pidana) ada perbedaan yang fundamental. 
Prinsip utama dari sistem hukum ini adalah hukum memperoleh 
kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk 
undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau 
kompilasi tertentu. Hal ini semata-mata untuk menciptakan kepastian 
hukum yang diwujudkan dengan hubungan dalam masyarakat diatur 
dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Menurut sistem civil law 
hakim tidak leluasa untuk menciptakan hukum yang memiliki keuatan 
mengikat masyarakat. Putusan hakim hanyalah mengikat pada pihak yang 
berperkara saja. Sumber hukum dalam sistem Eropa kontinental, meliputi: 
1) Undang-Undang yang dibentuk oleh kekuasaan legislatif; 
2) Peraturan-peraturan yang dibuat pegangan kekuasaan eksekutif 
berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-
undang; dan 
3) Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum 
oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-
undang. (Peter Mahmud Marzuki, 2011:244) 
 
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Indonesia menganut sistem 
Civil Law. Berikut beberapa karakter sistem hukum civil law: 
1) Adanya kodifikasi hukum, dalam kodifikasi dihimpun 
sebanyak-banyaknya ketentuan hukum yang disusun secara 
sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup 
kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang 
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tersendiri mengenai delik-delik tertentu, adanya kodifikasi 
undang-undang hukum pidana jika dipandang hal itu memang 
diperlukan (Wirjono Prodjodikoro,2003:15). 
2) Hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang-undang 
menjadi sumber hukum yang utama. Karakteristik kedua pada 
sistem civil law, tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan 
kekuasaan yang menjadi dasaran dalam Revolusi Prancis. 
Menurut Paul Scolten, (dalam Peter Mahmud Marzuki, 
2011:250) maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-
organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara 
kekuasaan pembuat undang-undang, kekuasaan peradilan, dan 
sistem kasasi. Dengan maksud, tidak dimungkinkannya 
kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya, 
dengan cara seperti itulah terbentuk yurisprudensi. Oleh 
karena itu sistem civil law memberi keleluasaan yang besar 
bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani 
putusan-putusan hakim terdahulu, yang menjadi pegangan 
utama hakim adalah aturan yang dibuat oleh lembaga 
legislatif, yaitu undang-undang; 
3) Adanya perbedaan yang tajam antara hukum privat dengan 
hukum publik, meskipun secara konseptual sistem common 
law maupun civil law mengakui bahwa hukum privat 
mengatur hubungan antara warga negara dan atar perusahaan, 
sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara warga 
negara dengan negara;(Zainal Asikin,2012:82) 
4) Sistem peradilan yang memiliki sifat inskuisitoral. Menurut 
Lawrence M. Friedman (dalam Peter Mahmud Marzuki, 
2011:250) menyatakan bahwa dalam sistem peradilan tersebut 
hakim mempunyai peranan yang besar dalama mengerahkan 
dan memutus perkara, hakim aktif dalam menemukan fakta 
dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan 
Lawrence M. Friedman, hakim di dalam sistem civil law 
berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa 
yang dihadapinya sejak awal, sistem ini lebih efisien, lebih 
imparsial (tidak berpihak), dan lebih adil dibandingkan denga 
sistem yang berlaku di sistem common law. 
 
Konsep negara hukum yang mempergunakan sistem hukum civil 
law sangat memusatkan pada penegakan aturan hukum tertulis, khususnya 
aturan perundang-undangan, dengan tujuan terutama untuk kepastian 
hukum. Konsepsi sistem hukum civil law menekankan pada gabungan 
dari;  
 (i) procedural fairness in the development and application of legal 
norms, (ii) an (assumed) internal connection between notions of 
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law and reasonableness, (iii) reasoned elaboration of the 
connection between recognized, pre-existing sources of legal 
authority and the determination of rights and responsibilities in 
particular cases, and (iv) judicial review as a guarantor of 
procedural fairness and rational deliberation by legislative, 
executive, and administrative decision makers. negara hukum 
prosedural menekankan pada pemaknaan hukum sebagai produk 
dari proses deliberasi yang rasional. Konsepsi negara hukum 
substantif memaknai “the Rule of Law implies the intelligibilty of 
law as a morally authoritative guide to human conduct.” (Richard 
H. Fallon,1997:18).   
      
Jadi, tipe substantif tidak memandang negara hukum semata-mata 
penegakan aturan tertulis, maksud dari pembentuk hukum, melainkan 
lebih menekankan pada aspek etis atau moralitas dari hukum, seperti 
keadilan dan HAM. Menurut Stahl (dalam Richard H. Fallon,1997:18) 
konsep sistem hukum ini ditandai oleh empat unsur pokok; pertama, 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; kedua, 
negara didasarkan pada teori trias politika; ketiga, pemerintahan 
diselenggarakan berdasarkan undang-undang; dan adanya peradilan 
administratif negara yang bertugas mengangani kasus perbuatan 
melanggar hukum oleh pemerintah.  
Kusumaatmaja (dalam Setiati Widihastuti, 2000:24)  berpendapat 
bahwa “sistem hukum Indonesia memiliki cirri kas dengan negara 
lainnya.” Karakteristik sistem hukum di Indonesia adalah, yang pertama 
sistem hukum colonial dengan mempergunakan sistem hukum civil law, 
kedua pluralisme berlakunya hukum Adat dan hukum Islam. 
Berdasarkan beberapa pendapat tokoh di atas maka dapat 
disimpulkan sistem hukum merupakan rangkain prosedur yang digerakkan 
oleh aparatur hukum, meliputi didalamnya substansi sebagai bagian dari 
peraturan perundang-undangangan, secara struktural dilaksanakan oleh 
lembaga negara yang berwenang, bertujuan untuk ketertiban di 
masyarakat.  
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c. Sistem Hukum Filipina 
Filipina menerapkan sistem hukum Common Law. (Bappenas, 
http://ditpolkom.bappenas.go.id, diakses 2 Desember 2016). Sebagai 
bekas negara persemakmuran Amerika Serikat, Filipina mengadopsi 
sistem hukum common law. Sistem hukum common law, yang berlaku di 
Filipina, bermula di Inggris, pada abad XIII dimana Pemerintahan Raja 
Henry II melakukan moderensasi hukum Inggris dengan membentuk 
kelompok hakim kerajaan pada penyelesaian sengketa tanah tertentu serta 
diintroduksinya juri dalam perkara pidana dan perdata sebagai modus 
pembuktian yang standar, dengan demikian, terjadilah moderensasi hukum 
dan peradilan yang bebas dari pengaruh hukum romawi. Kemudian abad 
XVII negara-negara jajahan Inggris dipaksa mempergunakan sistem 
hukum common law, termasuk pula Amerika Serikat, walaupun masih 
dalam kerangka common law, Amerika Serikat, mengembangkan sistem 
hukum common law Amerika Serikat.  
 Karakteristik pada sistem common law di Amerika Serikat, 
meliputi; (1) Di Amerika hukum yang tertinggi, yakni konstitusi 
Amerika yang berada du atas tiap-tiap undang-undang , sedangkan 
di Inggris kekuasaan parlemen untuk membuat undang-undang 
tidak terbatas, (2) karena seringnya ada kebutuhan akan penafsiran 
konsitusional, Hakim Amerika lebih sering dihadapkan pada 
persoalan kepentingan umum, (3) kebutuhan untuk 
mensistematisasikan hukum di Amerika dirasa lebih mendesak, 
karena banyaknya bahan hukum yang merupakan ancaman karena 
tidak mudah untuk diatur. (Ade Maman Suherman, 2004:52) 
 
Menurut Peter de Cruz (dalam Zainal Asikin, 2012:85) 
karakteristik dari hukum common law sebagai berikut : 
1) Hukum dalam sistem common law berdasarkan permasalahan 
hukum yang penyelesaiannya mempergunakan penalaran secara 
logis yang berasal dari interpretasi hakim dalam menangani 
permasalahan yang terjadi; 
2) Doktrin presenden merupakan dasaran hukum yang dipergunakan 
di common law, dimana doktrin presenden merupakan penggunaan 
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yurisprudensi hakim pada pemecahan permasalahan hukum yang 
ada; 
3) Undang-undang dan kasus hukum sebagai sumber hukum pada 
umunnya; 
4) Pada pemidanaan lebih mengkhususkan kondisi dan situasi serta 
interpretasi dari hakim terhadap kasus hukum yang diadapi; 
5) Hukum publik dan hukum privat tidak ada pembeda. 
Berdasarkan karakteristik secara rinci yang dikemukakan oleh 
Peter de Cruz, sistem hukum common law, memiliki karakteristik yang 
kuat pada sumber hukum dengan menggunakan yurisprudensi, dimana 
hakim juga bebas memberikan pemecahan terhadap kasus hukum dengan 
penalaran logis untuk mencapai keadilan. 
Sistem common law, memiliki tiga karakteristik, yaitu, yang 
pertama, yurispurdensi dipandang sebagai sumber hukum yang hakiki. 
Yurisprudensi dianut karena adanya alasan psikologis yakni dengan 
mencari pembenaran dalam permasalahan yang mengacu pada putusan-
putusan sebelumnya, serta alasan praktis yang mengharapkan adanya 
putusan yang seragam karena sering dikemukakan bahwa hukum harus 
mempunyai kepastian. Karakteristik yang kedua adalah digunakannya 
doktrin stare decisis (doktrin presenden). Doktrin ini memiliki pengertian 
bahwa hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu. 
Tetapi dalam hal belum ada putusan hakim lain yang serupa, atau putusan 
pengadilan yang sudah ada tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, 
maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai 
keadilan, kebenaran dan akal sehat (common sense) dengan pertimbangan 
yang rasa penuh tanggungjawab. Karakteristik yang ketiga adanya 
adversary system, dimana para pihak yang bersengketa menggunakan 
lawyer untuk saling beragrumentasi dengan alat bukti dalam rangka 
menyakinkan jury untuk mengambil keputusan, selanjutnya hasil 
keputusan diserahkan kepada hakim. (dalam Peter Mahmud Marzuki, 
2011:250-254) 
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Sistem hukum common law dapat disimpulkan sumber-sumber 
dalam sistem common law, tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki 
tertentu seperti di dalam sistem civil law. Dalam sistem common law 
hakim di pengadilan menggunakan prinsip "pembuat hukum sendiri" 
dengan melihat kepada kasus-kasus dan fakta-fakta sebelumnya (case law 
atau judge made law). Sedangkan pada sistem hukum civil law, lebih 
menekankan pada kodifikasi hukum serta, hukum privat sebagai kaidah-
kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam 
kodifikasi kedua hukum itu.  
 
2. Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal di Indonesia dan Filipina 
a. Pengertian Tindak Pidana  
Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) 
yang berupa pidana tertentu. (C.S.T Kansil 2004:54). Menurut Roslan 
Saleh (dalam Muladi,1985:22)  mengatakan bahwa pidana adalah reaksi 
atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan 
negara kepada pemberi delik itu .Sir Ruperts Cross (dalam bukunya 
Muladi,1985:22)  mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan 
penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena 
suatu kejahatan.  
Menurut Barda Nawawawi Arif (dalam I Gusti Widhiana 
Surda,2012:11) bahwa pidana adalah reaksi sosial yang meliputi: 
a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan 
penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tidak 
menyenangkan; 
b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang 
mempunyai kekuasaaan (oleh yang berwenang); 
c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan 
tindak pidana menurut undang-undang;  
 
Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi Arif maka pidana 
memuat 3 (tiga) karakteristik yang menonjol, pertama pidana  merupakan 
sebuah penderitaan atau dapat disebut sebagai sebuah nestapa maupun 
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akibat-akibat lain yang menyebabkan pelaku tindak pidana mendapatkan 
tindakan yang tidak menyenangkan hingga akirnya jera melakukan tindak 
pidana. Kedua pemberian jenis sanksi tindak pidana merupakan wewenang 
dari penguasa dalam hal ini pemerintah melalui aparatur hukum untuk 
menentukan besaran sanksi pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Ketiga pemberian sanksi pidana 
hanya untuk pelaku tindak pidana yang sebagaimana tindakan yang 
dilakukan oleh pelaku sudah tercantum dalam peraturan perundang-
undangan, sesuai dengan asas legalitas pada KUHP.  
Penjatuhan sanksi pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Syarat-syarat tertentu ini disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. 
Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan 
memenuhi syarat-syarat tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Lamintang, 
bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan 
unsur-unsur menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan 
obyektif, yang dimaksud denga unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-
unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri 
si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu 
adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu 
keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakuakan. 
(Lamintang,1997:183).  
Seperti apa yang diungkapkan Lamintang suatu perbuatan dapat 
dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai 
berikut : 
a. Subyek, merupakan pelaku perbuatan tindak pidana yang dapat 
bertanggungjawab; 
b. Kesalahan, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan hukum positif yang berlaku; 
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c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarannya 
diancam pidana; 
d. Waktu, tempat dan keadaan (unsur obyektif lainnya)  
Oleh karen itu dapat disimpulkan kelima unsur diatas 
dikategorikan menjadi dua unsur, yang pertama unsur subyektif adalah 
subyek dari pelaku tindak pidana yang mana mampu bertanggungjawab 
atas tindakan yang dilakukannya dan perbuatan yang dilakukannya 
mengandung kesalahan. Yang kedua unsur obyektif adalah perbuatan yang 
melawan hukum, maksud dari  perbuatan melawan hukum yakni tindakan 
yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, serta adanya kronologis tindak pidana yang dilakukan dengan 
melihat waktu terjadinya tindak pidana, tempat terjadinya tindak pidana 
dan keadaan dari pelaku maupun korban.  
 
b. Pengaturan Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal di Indonesia 
Transplantasi organ tubuh ginjal adalah tindakan medis untuk 
memindahkan organ tubuh ginjal dari pendonor kepada resipien (penerima 
organ donor). Transplantasi sangat diperlukan bagi pihak yang memiliki 
waktu sedikit guna memperpanjang usia harapan hidup seseorang, dengan 
adanya berbagai jenis transplantasi yang ada di Indonesia memberikan 
harapan hidup bagi penderita kegagalan organ tubuh. (Maruhum Bonar 
H.Marbun,2008:4), sehingga praktek transplantasi organ tubuh manusia. 
termasuk didalamnya organ tubuh ginjal, tidak diperkenankan untuk 
memberikan kompensasi material dalam bentuk apapun sebagai imbalan 
atas transplantasi organ tubuh, termasuk organ tubuh ginjal (Peraturan 
Pemerintah,1981:Pasal 16).  
Secara medis, transplantasi organ tubuh ginjal terdapat, dua jenis 
pendonor yakni (1) Donor hidup adalah donor yang bersal dari pendonor 
yang masih hidup, yang dapat bersal dari keluarga yang memiliki ikatan 
darah, atau yang tidak memiliki ikatan darah meliputi teman, pasangan 
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atau orang terdekat. (2) Donor kadaver yaitu pendonor yang baru saja 
menninggal dunia. Praktek transplantasi organ tubuh ginjal disamping, 
melalui pertimbangan pertimbangan medis dan kesehatan, juga 
mempertimbangkan dari segi nonmedis, yakni agama, budaya, hukum, dan 
kepercayaan, sehingga pihak keluarga tidak berhak atas kompensasi 
material apapun untuk imbalan transplantasi organ tubuh ginjal. 
Pelaksanaan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal pertama kali 
dipelopori di Indonesia oleh Prof.Sidabutar dan Tim Transplantasi Ginjal 
tahun 1977 di RSCM/FK UI. Tujuan transplantasi ginjal adalah untuk 
mempertahankan kualitas hidup pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir, 
memperpanjang usia harapan hidup tanpa tergantung pada hemodialisis 
kronik (cuci darah) (Dr.Maruhum Bonar H.Marbun Sp.PD, KGH ,2008:4). 
Regulasi di Indonesia terkait transplantasi dan tindak pidana 
komersialisai organ tubuh ginjal : 
1) KUHP Pasal 204 ayat (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, 
menerimakan atau membagi-bagikan barang, sedang diketahuinya 
bahwa barang itu berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang dan 
sifat yang berbahaya itu didiamkannya dihukum penjara selama-
lamanya lima belas tahun. 
Unsur-unsur pada Pasal 204 ayat (1), KUHP yakni : 
a) Barangsiapa , merujuk pada subyek tindak pidana sebagai pihak 
yang memiliki kehendak atau tujuan yang ada pada diri pelaku. 
Kehendak yang timbul dari dalam diri pelaku diwujudkan 
dengan adanya kesengajaan, niat dan kehendak untuk 
melakukan tindak pidana. Unsur subyektif terdiri atas suatu 
kehendak atau tujuan yang terdapat dalam jiwa pelaku, unsur ini 
dirumuskan dengan istilah sengaja, niat dan maksud. 
(Lamintang,1997:14). Unsur subyektif yang merujuk pada 
seseorang yang berlandaskan pada motif. Motif merupakan 
tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana. 
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b) Merupakan pihak-pihak yang melakukan tindakan menjual, 
menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang. 
Tindakan seseorang melakukan tindak pidana menjual, 
menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagi kan barang 
dilakukan dengan kehendak pelaku dan pelaku akan mengetahui 
dampak tindak pidana yang dilakukan. Analisis terhadap unsur 
barang dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum. 
Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau 
makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada 
kaitannya. Isi Undang-Undang kadang-kadang tidak jelas 
susunan katanya, juga tidak jarang mempunyai lebih dari satu 
arti. Menafsirkan unsur barang, dapat menggunakan metode 
penafsiran ekstensive (luas). Yaitu menafsirkan berdasarkan 
luasnya arti kata dalam peraturan itu, sehingga suatu peristiwa 
dapat dimasukkannya. 
Penjelasan R. Soesilo (1988:160) mengenai arti 
cakupan “Sesuatu Barang “ sebagai berikut: Segala sesuatu 
yang berwujud, termasuk pula binatang, (tidak termasuk 
manusia) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam 
pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, 
meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat 
atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh 
karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk 
kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk 
pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.”  
Sesuai dengan penjelasan mengenai “Sesuatu Barang” di atas, 
maka organ ginjal seseorang dapat dikategorikan sebagai 
“Sesuatu Barang”, khususnya dalam hal adanya tindakan 
seseorang yang dengan sengaja mengambil sebagian atau 
seluruh ginjal orang lain tanpa adanya izin atau persetujuan dari 
orang yang ginjalnya diambil tersebut. 
c) Yang diketahui bahwa membahayakan atau kesehatan orang, 
dimana barang yang dimaksud adalah alat jaringan atau organ 
tubuh manusia, yang  secara kasualitas, yakni hubungan antara 
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suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan 
sebagai akibat, nantinya akan menimbulkan efek yang 
berbahaya bagi kesehatan orang lain. Secara kasualitas tindakan 
yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. 
d) Padahal sifat bahaya tersebut tidak diberitahukan. Adanya 
tindakan terhadap salah satu unsur baik menjual, menawarkan, 
membagi-bagikan barang berupa alat jaringan atau organ tubuh 
manusia, dimana sifat bahaya yang ditimbulkan dari tindakan 
yang dilakukan tidak dijelaskan kepada pihak yang menrima alat 
jaringan atau organ tubuh tersebut. Maka pihak yang menerima 
secara tidak tahu menahu sudah dirugikan oleh pihak yang 
seharusnya memberikan informasi, atas barang yang 
mengandung sifat berbahaya. 
 R.Soesilo (1988:163) mengungkapkan elemen yang 
terpenting dari pasal ini adalah bahwa orang itu melakukan 
perbuatan-perbuatan tersebut, sedang ia mengetahui bahwa 
barang-barang itu berbahaya bagi jiwa atau  kesehatan, ia 
tidak mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari 
barang-barang tersebut. Orang menjual barang yang 
berbahaya bagi jiwa dan kesehatan tetapi degan mengatakan 
terus terang pada pembeli tentang sifat berbahanya itu, tidak 
dikenakan pasal ini. Dalam pengertian “barang” meliputi : 
minuman, makanan, pun alat-alat tulis, bedak, cat bibir, cat 
rambut dsb.  
Sifat berbahaya bagi suatu barang yang dilakukan, lebih 
menjerat seseorang yang menjual atau menawarkan atau  
menyerahkan, atau  membagi-bagikan barang, dalam hal ini yakni 
menjual organ tubuh ginjal kepada orang lain. Unsur pada Pasal 
204 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan perdagangan organ tubuh 
ginjal yang mana unsurnya meliputi : (1) unsur Pasal 204 ayat (1) 
KUHP merupakan delik formil yang menitik beratkan pada 
perbuatan pelaku; (2) Pasal 204 Ayat (1) memformulasikan 
perbuatan secara alternatif, yaitu “menjual”, menawarkan, 
menyerahkan, atau membagi-bagikan. konsekuensinya dapat 
diambil salah satu unsur perbuatan saja yakni pada unsur menjual; 
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(3) barang sebagai sesuatu hal yang dipermasalahkan adalah harus 
memiliki sifat membahayakan nyawa atau kesehatan orang, dan 
sifat berbahaya itu tidak diberitahu. 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan, memuat aturan terhadap transplantasi organ tubuh atau 
jaringan tubuh dan penjualan organ tubuh, meliputi : 
a) Pengertian Transplantasi, termuat dalam, Pasal 64 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “Penyembuhan penyakit dan pemulihan 
kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau 
jaringan tubuh, implant obat dan atau kesehatan, bedah plastik 
dan rekonstruksi serta penggunaan sel punca.”  
Transplantasi yag dilakukan dalam dunia medis merupakan 
sarana utama yang dapat memberikan upaya pemulihan dan 
penyembuhan penyakit, dengan dilakukan transplantasi terhadap 
organ yang telah mengalami kerusakan, maka orang yang 
mengalami kerusakan organ tersebut mendapatkan pemulihan 
dan penyembuhan sesuai dengan harapan pasien. 
b) Tujuan Transplantasi, termuat dalam, Pasal 64 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa “Transplantasi organ dan atau jaringan 
tubuh sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan hanya untuk 
tujuan kemanusian dan dilarang dikomersialkan” 
Ketentuan terhadap proses transplantasi organ tubuh manusia, 
menegaskan bahwa transplantasi organ dan atau jaringan tubuh 
manusia termasuk di dalamnya organ tubuh ginjal tidak boleh 
dikomersialkan. Tujuan utama pelaksanaan transplantasi organ 
tubuh manusia termasuk ginjal adalah kemanusian berupa 
penyembuhan kesehatan terhadap pihak yang mengidap 
kerusakan organ. 
c) Perbuatan yang dilarang, termuat dalam Pasal 64 ayat (3) yang 
menyatakan bahwa “Organ dan atau jaringan tubuh dilarang 
diperjualberlikan dengan dalih apapun. Pasal 192 yang 
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menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja 
memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih 
apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”  
3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat 
Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau 
Jaringan Tubuh Manusia, memuat aturan terhadap transplantasi 
organ tubuh atau jaringan tubuh dan penjualan tubuh, meliputi: 
a) Pengertian Transplantasi, termuat dalam Pasal 1 huruf e yang 
menyatakan bahwa “Transplantasi adalah rangkaian tindakan 
kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan tubuh 
manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain 
dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau 
jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.” 
Transplantasi dalam praktek dunia kesehatan merupakan 
peindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang 
memiliki tujuan memperbaiki organ tubuh yang sudah tidak 
berfungsi. 
b) Perbuatan yang dilarang, termuat dalam Pasal 17 yang 
mengemukakan bahwa “Dilarang memperjualbelikan alat 
dan/atau jaringan tubuh manusia.” Penjatuhan sanksi 
pemidanaan termuat dalam Pasal 20 yang mengemukakan 
bahwa “Pelanggaran ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, 
Bab VI, Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).” 
4)  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Transplantasi Organ  
 Pengaturan terhadap asal pihak yang mendonorkan terhadap 
dalam Pasal 13 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pendonor 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari : (a) pendonor 
yang memiliki hubungan darah atau saumi/istri; atau (b) 
pendonor yang tidak memiliki hubungan darah dengan resipien. 
Pendonor asal merupakan pihak yang dapat memberikan 
organ tubuhnya agar dapat didonorkan kepada pihak yang 
membutuhkan organ, yang mana pendonor berasal dari pihak 
yang memiliki hubungan darah yakni saumi/istri dan pihak yang 
tidak memiliki hubungan darah dengan resipien. 
c. Pengaturan Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal di Filipina 
Ketentuan transplantasi dan tindak pidana komersialisasi organ 
tubuh ginjal di Filipina, termuat dalam: 
1) Hose Bill No.3165 An Act To Institute Police to Prohibit 
Commercial Dealings In Human Organs, Tissue And/Or Parts, 
Providing Penalties Therfore For Its Violations, And For Other 
Purposes. memuat aturan terhadap transplantasi organ tubuh atau 
jaringan tubuh dan komersialisasi tubuh, meliputi: 
a) Mempromosikan organ tubuh, termuat dalam  
Section 4 paragraph (1) To advertise in any manner, wheter 
formally through print, broadcast or electronic media or 
informally, an offer to sell, barter or transact in human organs, 
tissue and/or part or an offer to acquire, buy or receive human 
organ tissues and/or parts for cosideratin in whater from; 
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (1) Mengiklankan untuk 
alasan apapun, baik pesan secara formal dalam bentuk cetak, 
pesan berantai atau media elektronik atau informasi informal 
yang memberikan penawaran untuk menjual, menukarkan atau 
melakukan transaksi organ tubuh, jaringan atau bagian tubuh 
lainnya, membeli atau menerima jaringan atau bagian tubuh 
lainnya), serta  
Section 4 paragraph (2) To advirtise, publish, print, boardcast 
or distribut, or cause the advertisement, publication, printing , 
boardcasting or distribution by any means, including the use of 
information technology and the internet, or any brochure, flyer, 
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or any propaganda material that promotes commercial dealings 
in human organs, tissues and/or parts  
(Terjemahan penulis : Pasal 4 ayat (2) mengikalnkan, 
menyebarkan, mencetak, menyebarkan pesan berantai atau 
mendistribusikan atau karena alasan apapun dalam bentuk iklan, 
publikasi, cetak, termasuk pula menggunakan teknologi 
informasi dan internet, atau brosur, pamflet, atau berbagai 
alasan lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan 
kesepakatan komersialisasi organ tubuh, jaringan atau bagian 
tubuh lainnya); 
b) Membujuk seseorang untuk melakukan komersialisasi organ 
tubuh dan jaringan atau alat tubuh, termuat dalam  
Section 4 paragraph (3) To recruit, transport, transfer, harbor, 
provide, or receive a person by any means, for the sale, barter, 
or any transaction of human organs, tissues and/or parts which 
involves consideration in whater form; 
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (3) merekrut, 
mendistribusikan, mentransfer, memperkerjakan, menawarkan 
seseorang dengan berbagai alasan untuk menjual, menukar, atau 
melakukan berbagai macam transaksi organ tubuh, jaringan dan 
atau/bagian tubuh manusia); 
Section 4 paragraph (13) To recruit or invite persons to supplay 
human organs, tissues and/or parts for consideration 
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (13) merekrut atau mengajak 
seseorang untuk menyedikan organ tubuh manusia, jaringan 
dan/atau bagian tubuh lainnya),  
Section 4 paragraph (14) To make or receive payment for the 
supply or of an offer to supply human organs, tissues and/or 
parts  
(Terjemahan penulis : Pasal 4 ayat (14) menerima bayaran untuk 
melakukan penyediaan terhadap organ tubuh, jaringan dan/atau 
bagian;) 
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c) Macam-macam tindakan terhadap kegiatan komersialisasi organ 
tubuh, temuat dalam Section 4 paragraph (4) To offer 
consideration in money, kind or service for the purpose of 
acquiring, buying, offering, selling, or trading human organs, 
tissues and/or parts (Terjemahan penulis : melakukan 
penawaran dengan memberi upah untuk melakukan jasa dalam 
bentuk penjualan, perdagangan organ tubuh, jaringan dan atau 
bagian tubuh;)  
Section 4 paragraph (5) To act as a facilitatior, middleman, 
broker or other smiliar role in the sale, barter or other 
transaction of human organs, tissues and or parts for 
consideration in whatever form. 
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (5) bertindak sebagai 
fasilitator, orang tengah, penghubung atau tindakan lainnya 
yang memiliki kesamaan untuk menjual, melakukan penukaran, 
atau transaksi lainnya terhadap organ tubuh manusia, jaringan 
dan bagain tubuh lainnya); 
Section 4 paragraph (6) To engage in the sale, barter or other 
transaction of human organs, tissues and/or parts for 
consideration in whater form. 
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (6) meningkatkan penjualan, 
penukaran atau transaksi lainnya terhadap organ tubuh, jaringan 
dan atau/bagian tubuh lainnya.), Section 4 paragarph (7) To 
store and/or handle parts with the knowledge that the human 
organs, tissues and/or parts has been acquired or transferred or 
sold for consideration in whater form. 
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (7) menjual dan atau 
menguasai bagian yang diketahui merupakan organ tubuh, 
jaringan dan/atau bagian yang dapat ditansfer atau dijual.). 
 Section 4 paragraph (8) To diliver, transport, transfer and/or 
distribute human organs, tissues and/or parts with the 
knowledge that the human organs, tissues and/or parts has ben 
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acquired or transferred or sold for consideration in whatever 
form.  
(Terjemahan penulis : Pasal 4 ayat (8) mendistribusikan, 
mentransportasikan, mentransferkan dan/atau bagian yang 
dikatahui termasuk dalam organ tubuh, jaringan dan/atau bagian 
yang dapat di pindahkan atau dijual.)  
Section 4 paragaraph (9) To remove or transplant human 
organs, tissues and/or part with the knowledge that in human 
organs, tissues and/or parts has been acquired or transferred or 
sold for consideration in whatever form.  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (9) mehapuskan atau 
memindahkan organ tubuh manusia, jairngan dan/atau bagian 
yang diketahui sebagai organ tubuh manusia, jaringan dan/atau 
bagian tubuh manusia yang dapat dipindahkan atau dijual.)  
Section 4 paragarph (10) To consent to the transplantation of 
human organs, tissues and/or parts with the knowledge that in 
human organs, tissues and/or parts has been acquired or 
transferred or sold for consideration in whater form. 
 (Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (10) tindakan transplantasi 
organ tubuh, jaringan dan/atau bagian yang diketahui sebagai 
organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagain yang 
dipindahkan atau dijual.)  
Section 4 (11) To offer to supply human organ, tissues and/or 
parts for consideration or intiates or negotiates any dialogue or 
exchange for the supplay therofer or for an offer to supply 
human organs, tissues and/or parts.  
(Terjemahan penulis : Pasal 4 ayat (11) menawarkan penyediaan 
organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagian yang didalamnya 
terdapat tindakan penawaran atau percakapan untuk 
menyediakan atau memasok organ tubuh manusia, jaringan 
dan/atau bagian lainnya.)  
Section 4 (12) To engage in the tranding of human organs, 
tissues and/or parts for consideration in whatever form. 
(Terjemahan penulis : Pasal 4 ayat (12) pernjajian pada 
perdagangan organ tubuh manusia, jaringan dan /atau bagian 
tubuh lainnya) 
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d) Fasilitator, yang termuat dalam  
Sec.5 (1) to knowingly lease or sublease, use or allow to be used 
any house, building or estabilismen for the purpose of 
promoting commercial dealing in human organs, tissues and/or 
parts.  
(Terjemahan penulis : Pasal 5 ayat (1) keterlibatan secara 
langsung maupun tidak langgsung terhadap ijin menggunakan 
rumah, bangunan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung 
terjadinya kesepakatan transaksi jual beli organ tubuh, jaringan 
dan/atau bagian lainnya;) 
2) Execuitve Order No.34 : An Act Regulating Living Non Related 
Organ Donation yang termuat dalam : 
Section 4 act (2) bahwa Commercial or for profit kidney donation 
shall not be allowed; compensation in Living Non Related Organ 
donation shall be carried out in the spirit of altruism between 
donor and done; and shall not in any way, be transacted through 
brokers.  
(Terjemahan penulis, komersialisasi atau keuntungan atas donasi 
organ ginjal tidak diperbolehkan, kompensasi pada organ tubuh 
ginjal yang tidak memiliki hubungan darah meliputi pendonor, 
penerima donor, dan perantara tidak diperkenankan untuk 
memperoleh keuntungan). 
Serta Section 6 Penalties for Violation yang menyatakan bahwa 
The DOH shall formulate proper regulatory sanctions for hospital, 
health agencies, and individuals who shall not comply with the 
guidelines herein. 
 (Terjemahan penulis, departemen kesehatan Filipina akan 
memberikan sanksi yang termuat dalam regulasi kementerian 
kesehatan terhadap rumah sakit, agensi kesehatan dan siapa saja 
yang tidak memenuhi segala aturan yang termuat di sini) 
3) Departement of Health No.2010-0018 : Republic of Philippines 
Departement of Health Revised National Policy on Living Non 
Related Organ Donor and Transplatation and its Implementing 
Structure.yang termuat dalam General Policy Statement point 3 
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“Payment as precondition for kidney donation and sale and 
purchase of kidneys by kidney vendor/commercial donor are 
strictly prohibited.”  
(Terjemahan penulis pembayaran dalam rangka donasi organ ginjal 
dan komersialisasi penjualan organ ginjal secara langsung 
dilarang). General Policy Statement point 4 “Kidney 
transplantation is not part of medical tourism” (Terjemahan 
penulis, transplantasi organ ginjal bukan merupakan bagian 
kegiatan medis dalam lingkup asing). General Policy Statement 
point 5 “Foreigners are eligible to receive organs for Filipino 
living non-related donors” (Terjemahan penulis, orang asing tidak 
diperkenankan menerima organ donor yang tidak memiliki 
hubungan darah dengan penduduk asli Filipina). 
 
3. Perbandingan Hukum sebagai Manfaat Pembaharuan Hukum Pidana 
a. Perbandingan Hukum 
Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum 
antara lain Comparative Law, Comparative Jurisprudence, Foreign Law 
(istilah Inggris); Droit Compare (istilah Prancis); Rechtsvergelijking 
(istilah Belanda) dan Rechtsvergleichung atau Vergleichende Rechlehre 
(istilah Jerman) (Barda Nawawi Arief, 2003:3). Istilah asing, comparative 
law dapat diartikan bahwa, titik beratnya adalah pada perbandingannya 
atau comparative, dalam hal ini kalimat comparative memberikan sifat 
kepada hukum (yang dibandingkan). Istilah perbandingan hukum dengan 
demikian menitik beratkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada 
segi hukumnya. Inti sedalamnya dari pengertian istilah perbandingan 
hukum adalah membandingkan sistem-sistem hukum (Romli 
Atmasasmita, 2000:7). 
Sejarah pembahasan perbandingan hukum, pertama kali 
dilaksanakan pada tahun 1900 dalam International Conggres for 
Comparative Law yang dilaksanakan di Paris .Perbandingan hukum 
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membandingkan sistem hukum yang berbeda di suatu negara dengan 
negara lainnya 
 Lambart and Saleilles (Konzard Zweigert,1995:3) had in mind 
was the development of nothing less than a common law of 
mankid., comparative law must resolve the accidental and divisive 
differences in the law of people at similar stages of cultural and 
economic development. And reduce the number of divergencies in 
law, attribute not to the political, moral, or social qualities of the 
different nations but to historical accident.(Lambart dan Saleilles 
mengemukakan bahwa pembangunan dari suatu negara tidak hanya 
sebatas pada sistem hukum anglo saxon, perbandingan hukum 
dapat memberikan pemecahan permasalahan pada perbedaan 
sistem hukum negara-negara berkemang di segi ekonomi dan 
budaya serta dapat memberikan karakteristik pembeda dalam 
hukum dari bidang politik, moral secara historis). 
 
Dalam dunia pendidikan, perbandingan hukum memiliki fungsi 
yang sangat penting yakni memberikan pengetahuan yang lebih luas 
terhadap sistem hukum di negara-negara lainnya, sehingga akademisi tidak 
terbatas pada pengetahuan sistem hukum nasional. Perbandingan hukum 
yang ada memberikan pengembangan hukum dengan melihat penerapan 
hukum negara lain, sehingga dapat memunculkan sikap menghargai 
karakteristik budaya hukum negara lain, memahami hukum nasional lebih 
baik, dan memahami perbedaan sosial terhadap sesuatu yang seharusnya 
terjadi maupun yang seyogyangya terjadi. (Konzard Zweigert,1995:21). 
Berkaitan dengan pengertian perbandingan hukum, beberapa 
pendapat ahli yang mengemukakan pengertian perbandingan hukum, di 
antaranya sebagai berikut: 
1) Rudolph B. Schelsinger, (Rudolph, 1995;1) to compare mens to 
observe and to explain similarities as well as differences. In 
comparing legal systems and institutions, depending on the 
purpose of the undertaking at hand, the emphasis is sometimes on 
differences, and at other times on similarities (perbandingan 
memiliki pengertian penelitian dengan sebuah metode dan 
memaparkan persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum 
bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan 
suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk 
menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum); 
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2) George Winterton (Gorge Winterton, 1975;2) comparative law is a 
method of comparing legal systems and such comparison will yield 
data on the legal systems compared, (perbandingan hukum adalah 
suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum dan 
perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang 
dibandingkan); 
3) Gutterdige, (Gutterdige, 1946; 10) comparative aw is an 
unfortunate but generally accepted label for the comparative 
method of legal study and research which has come to be 
recognize as the best mens of promoting a community of thought 
and interest between the lawyers of different nations and as an 
invaluable auxiliary to the development and reform of our and 
other system of law (perbandingan hukum tidak lain merupakan 
suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan 
dalam semua cabang ilmu hukum. Gutterdige membedakan anatara 
comparative law dan foreign law (hukum asing) pengertian istilah 
yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, 
sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari 
hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem 
hukum yang lain); 
4) Lemaire, (dalam Romli Atasasmita, 2000;100) mengemukakan 
bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan 
(yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai 
lingkup: kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, 
sebab-sebabnya dan dasar-dasar masyarakatnya; 
5) Ole Lando (dalam Romli Atasasmita, 2000;101) mengemukakan 
antara lain bahwa, perbandingan hukum mencakup analysis and 
comparison of the laws. Pendapat tersebut sudah menunjukkan 
kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu 
hukum; 
6) Romli Atmasasmita berpendapat, bahwa perbandingan hukum 
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis 
hukum dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan 
metode perbandingan. (Romli Atmasasmita, 2000:120).  
Berdasarkan definisi dari beberapa tokoh di atas, pembahasan 
terhadap perbedaan presepsi terhadap pengertian perbandingan hukum. 
Pertama perbandingan hukum sebagai sebuah metode untuk mengetahui 
sistem hukum yang berlaku di negara lainnya. Perbandingan hukum 
sebagai sebuah  metode dibedakan menjadi dua macrocomparison dan 
microcomparison.  
 To compare the spirit and style of different legal system, the 
methods of thought and prosedues they use is called 
macrocomparison Microcomparison, by contrast, has to do with 
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specifit legal instiution or problems (membandingkan dua sistem 
hukum yang berbeda, berdasarkan doktirn dan nilai-nilai yang ada 
di masyarakat merupakan perbandingan hukum macrocomparison. 
Sedangkan perbandingan hukum dengan mengggunakan 
microcomparison yakni melihat secara jelas perbandingan hukum 
dengan menitiberatkan pada lembaga pemerintahan atau 
permasalahan hukum yang terjadi di satu negara dengan negara 
lainnya (Konzard Zweigert,1995:4-5). 
 
 Kedua pendapat ahli yang mengklasifikasikan perbandingan 
hukum sebagai bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari 
secara sistematis sistem hukum suatu negara dengan negara lainnya. Oleh 
karena itu dapat disimpulkan, perbandingan hukum tidak hanya 
menunjukkan kekosongan hukum dan berlakunya sistem hukum di suatu 
negara, tetapi juga menunjukkan berlakunya doktrin yang dianut secara 
nasional berdasarkan aturan hukum yang berlaku, selanjutnya dilakukan 
pembaharuan dan penggunaan sistem hukum tertentu sesuai dengan fungsi 
dan kegunaan. 
Pengertian dari perbandingan hukum secara tegas membandingkan 
dua sistem hukum yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui 
persamaan dan perbedaan sistem hukum negara satu dengan negara 
lainnya, kemudian menjadi dasar rujukan pembaharuan hukum di suatu 
negara menjadi lebih baik, hal ini diperkuat dari pendapat dari Rosalie 
Jukier.  
Rosalie Jukier (dalam Jaye Ellis, 2011:8) comparisons of 
apparently similar civilian and common law concepts draw our 
attention to significant problems with functional approach 
(perbandingan hukum menjelaskan secara nyata perbedaan konsep 
yang ada antara sistem civil law dan common law sebagai sebuah 
perbedaan yang perlu di perhatikan untuk menyelesaikan 
permasalahan hukum). 
 
Sistem hukum civil law dan common law merupakan konsep sistem 
hukum yang berbeda seperti apa yang ditegaskan oleh Rosalie Jukier, 
perbandingan hukum dengan membandingkan dua sistem hukum sesuai 
dengan karakteristik dan budaya masing-masing, hal ini merupakan titik 
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terang untuk memberikan perubahan terhadap kekurangan penerapan 
sistem hukum di suatu negara, dengan tujuan mencegah tindak pidana. 
 
b. Manfaat Perbandingan Hukum sebagai Pembaharuan  
Perbandingan hukum yang dilakukan penulis memiliki manfaat 
bagi negara berkembang, hal ini seuai dengan yang dikemukakan oleh 
Zittelman dalam buku Introduction of Comparative Law  
The primary aim of comparative law, as of all sciences, is 
knowledge. If one accepts that legal science includes not only the 
techniques of interpreting the texts, prinsciples, rules, and 
standards of a national system, but also the discovery of models for 
preventing or resolving social conflicts, then it is clear that the 
method of comparative law can provide a much richer range of 
model solutions than a legal science devoted to single nation, 
simply because the different system of the world can offer greater 
variety of solutions that could be thought up in lifetime by even the 
most imaginative jurist who was corralled in his own system. 
Comparative Law is an école de vérité which extends and enriches 
the supplay of solutions. (Tujuan utama perbandingan hukum 
adalah kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan sosial. 
Kajian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa ilmu hukum tidak 
hanya berupa teknik, menginterpretasikan aturan seracara tertulis, 
prinsip-prinsip, regulasi dan standar penggunaan sistem hukum 
secara nasional, namun ilmu hukum juga mencakup tindakan 
pencegahan serta penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di 
masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa, penggunaan metode 
perbandingan hukum dapat memberikan perubahan terhadap sistem 
hukum suatu negara menjadi lebih baik. Zitelman berpendapat 
bahwa, perbandingan hukum merupakan école de vérité yang 
memiliki pengertian „penyedia solusi‟, serta perbandingan hukum 
merupakan pertimbangan di kalangan akademisi, untuk 
menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan konflik di 
masyarakat.) (Konzard Zweigert,1995:15). 
 
Negara berkermbang dapat memperoleh banyak manfaat dari 
perbandingan hukum, baik dari pemerintah, pendidikan, maupun 
keseluruhan sistem hukum yang berlaku memberikan pengembangan yang 
lebih baik terhadap sistem hukum di negara berkembang. 
Aim of comparative law ; (1) comparative law as a tool of 
constructions, (2) comparative law as a component of the 
curriculum of the universities, (3) comparatibe law as a 
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contribution to the sytem unification of law; (4) comparative law as 
a contribution to the systematic unification of law. 
(Manfaat perbandingan hukum bagi negara berkembang, meliputi 
(1) perbandingan hukum sebagai alat pembangunan; (2) 
perbandingan hukum sebagai komponen kurikulum di universitas; 
(3) perbandingan hukum sebagai bahan yang ikut terlibat dalam 
unifikasi sistem hukum negara yang bersangkutan; (4) 
perkembangan hukum privat menjadi hukum yang dapat berlaku 
secara menyeluruh di wilayah Eropa). (Konzard Zweigert,1995:15-
16).  
 
Menurut Sudarto, bahwa kegunaan dari perbandingan hukum 
bersifat umum yakni memberikan kepuasan bagi orang yang berhasrat 
ingin tahu yang bersifat ilmiah, memperdalam pengertian tentang pranata 
masyarakat dan kebudayaan sendiri, membawa sikap kritis dalam sistem 
hukum sendiri. Sedangkan Menurut Ade Maman Suherman (Ade Maman, 
2004:17-19),  perbandingan sistem hukum ditunjukan untuk memperoleh 
suatu pemahaman yang comprehensive tentang semua sistem hukum yang 
eksis secara global dan paling tidak mendapatkan manfaat-manfaat 
meliputi, manfaat internal yakni dengan mempelajari perbandingan sistem 
hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan 
mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna 
pembangunan hukum nasional, serta manfaat eksternal baik individu, 
organisasi maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam 
melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem 
hukumnya, serta untuk kepentingan harmonisasi hukum nasional.  
Kegunaan dari perbandingan hukum adalah pengetahuan tentang 
persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan 
pengertian dasar sistem hukum. Dengan pengetahuan tersebut, maka lebih 
mudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun 
penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan sangat 
bermanfaat bagi penerapan hukum disuatu masyarakat majemuk seperti 
Indonesia, terutama untuk mengetahui bidang-bidang mana yang dapat 
diunifikasikan dan bidang manakah yang harus diatur dengan hukum antar 
tata hukum (Soerjono Soekanto, 1986:263). Oleh karena itu perbandingan 
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hukum merupakan ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sistematis 
untuk mengetahui hukum di suatu negara dengan melihat sistem hukum 
kemudian dapat memberikan nilai positif berupa perubahan sistem hukum 
di suatu negara dengan melihat sistem hukum di negara lainnya sesuai 
dengan karakteristik negara yang akan mengadopsi.
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B. Kerangka Pemikiran 
 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Kerangka Pemikiran 
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Keterangan 
Ketentuan penjualan organ tubuh ginjal di Indonesia termuat dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Klinis Bedah Mayat Anatomis 
serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh, dan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi 
Organ. Ketiga regulasi yang ada di Indonesia mengatur penyelenggaraan 
transplantasi dan ketentuan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh 
sesuai dengan prosedur. Sedangkan hukum positif di Filipina memberikan 
aturan terhadap ketentuan penjualan organ tubuh ginjal, lembaga 
pelayangan terhadap penyediaan organ tubuh ginjal secara integral, serta 
larangan-larangan komersialisasi organ tubuh ginjal di luar wilayah 
territorial Filipina. Ketentuan Negara Filipina tentang tindak pidana 
komersialisasi organ tubuh ginjal termuat dalam Republic of Philippine 
Departement of Health Revised National Policy on Living Non Related 
Organ Donor and Transplatation and its Implementing Structure, An Act 
To Institute Police To Prohibit Commercial Dealings In Human Organs, 
Tissue And/Or Parts, Providing Pebalities Therfore For Its Violations, 
And For Other Purposes, serta Executive Order No 34 : An Act Regulating 
living Non Related Organ Donation. Kedua hukum yang berlaku 
dilaksanakan berdasarkan sistem hukum di masing-masing negara. 
Tentunya terdapat persamaan dan perbedaan terhadap tindak pidana 
transplantasi organ tubuh ginjal. Berdasarkan metode perbandingan secara 
microcomparative. Indonesia dapat mempergunakan keunggulan pada 
sistem hukum di Filipina, sehingga dapat dipergunakan untuk 
memperbaharui hukum kesehatan di Indonesia.   
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Persamaan dan Perbedaan Peraturan Perundang-Undangan terkait 
Penjualan Organ Tubuh Ginjal di Indonesia dan Filipina 
Dalam dunia pendidikan, perbandingan hukum memiliki fungsi 
yang sangat penting yakni memberikan pengetahuan yang lebih luas 
terhadap sistem hukum di negara-negara lainnya. Salah satu tujuan 
perbandingan hukum adalah mengetahui persamaan dan perbedaan dari 
obyek yang dibandingkan. Perbandingan hukum terhadap tindak pidana 
penjualan organ tubuh ginjal, menitik beratkan pada hukum positif di 
Indonesia,  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah 
Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Organ Tubuh Manusia dan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016  dengan hukum 
positif yang berlaku di Filipina.  
Persamaan pengaturan hukum positif terhadap penjualan organ 
tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina akan ditampilkan sebagai berikut: 
Indikator Indonesia Filipina 
Sanksi adminitratif 
bagi tenaga 
kesehatan 
Ada Ada 
Ancaman Pidana  Penjara dan Denda Penjara dan Denda  
Asal Pendonor Memiliki Hubungan 
Darah dan Diluar 
Hubungan Darah   
Memiliki Hubungan 
Darah dan Diluar 
Hubungan Darah 
Tabel 1 Persamaan Pengaturan Hukum Positif Terhadap Penjualan Organ 
Tubuh Ginjal Di Indonesia Dan Filipina
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Keterangan : 
1.   Berdasarkan  Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 
1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis 
serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia terdapat 
prosedur transplantasi organ tubuh. Tahapan transplantasi organ 
tubuh ginjal di mulai dari pertimbangan dari pakar di bidang 
kesehatan, yakni yang Pertama bidang Nerfologi, diperlukan 
untuk melakukan pemeriksaan, peninjauan dan pengambil 
keputusan terhadap pasien yang akan menerima organ tubuh dari 
orang lain. Kedua bidang Psikologis, bidang psikologis 
diperlukan untuk menganalisis dan memberi pelayangan terhadap 
pihak yang ingin memberikan organnya kepada pihak yang 
membutuhkan organ tubuh. Ketiga bidang Etika dan Profesi 
Kedokteran, diperlukan untuk memonitoring dan mengevaluasi 
kinerja dokter terhadap resipen dan pendonor. Kemudian proses 
transplantasi ginjal yang didapat melalui pendonor 
hidup/kadaver, adapun ginjal baru tersebut telah melalui 3 (tiga) 
tahap tes (golongan darah, HLAs, uji silang antigen) yang 
dilakukan oleh tim kedokteran yang bersangkutan. Transplantasi 
terhadap organ donor ginjal yang tidak melalui prosedur medis, 
dapat dikenakan sanksi administratif Pasal 20 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis 
dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau 
Jaringan Tubuh berupa pencabutan izin terhadap tenaga medis 
yang terbukti melakukan tindakan transplantasi organ tubuh 
ginjal secara non prosedural.  
 Filipina mempraktekkan prosedur transplantasi lebih 
seksama, untuk mencegah tindak pidana penjualan organ tubuh 
ginjal. Pemenuhan kebutuhan organ tubuh ginjal di Filipina 
diawali dengan pendataan secara administratif melalui lembaga 
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Pilipphone Network for Organ Sharing (PHILNOS), masyarakat 
diwajibkan mendaftarkan diri sebagai pendonor organ ginjal. 
Selain itu terdapat lembaga NTEC (National Transplant Ethisc 
Committee) yang memiliki fungsi sebagai pengawas proses 
pendataan hingga praktek transplantasi organ ginjal. Lembaga 
kesehatan khusus, terhadap donor organ ginjal dapat 
menghasilkan proses seleksi yang selektif. Jika terjadi 
pelanggaran pada prosedur pemenuhan kebutuhan organ ginjal 
pada pra transplantasi meliputi seleksi awal untuk mengetahui 
identitas dan  informasi medis dari pihak pendonor yang memuat 
surat keterangan sehat dari dokter, batas umur minimal untuk 
melakukan transplantasi yakni 18 (delapan belas) tahun, serta 
pernyataan untuk tidak melakukan penjualan organ tubuh ginjal, 
selanjutnya seleksi yang dilakukan oleh tim medis meliputi 
doktor psikologis, doktor nerfologi dan doktor penyakit dalam, 
apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka pendonor tidak layak 
untuk mendonorkan ginjalnya karena  tidak prosedural, maka 
berdasarkan peraturan departemen kesehatan tentang 
transplantasi organ tubuh manusia, pihak tenaga kesehatan 
ataupun pihak lain yang terlibat, dapat dikenakan sanksi 
administratif. Sanksi administratif yang diberikan adalah surat 
peringatan hingga pencabutan izin operasional terhadap rumah 
sakit atau fasilitas penyedia transplatasi organ tubuh manusia 
termasuk organ tubuh ginjal. 
2.           Pengenaan sanksi selain dari segi adminitratif, baik di 
Indonesia dan Filipina menerapkan sanksi berupa pemidanaan 
penjara dan denda. Sanksi pemidanaan penjara dikenakan agar 
pihak-pihak yang melakukan tindak pidana jual beli organ ginjal 
serta tindak pidana penjualan organ ginjal merasa jera serta 
menyesali perbuatannya, sehingga harapan atas pengenaan sanksi 
ini dapat mengembalikan ketertiban masyarakat untuk 
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memperoleh ginjal sesuai dengan prosedur yang ada yakni 
persyaratan yang harus dipenuhi dari segi adminitrasi dan 
informasi data dari calon pendonor serta rekam jejak kesehatan 
pendonor pada bidang pskologis, nerfologi dan kesesuain organ 
tubuh ginjal antara pendonor dan resepien.  
3.          Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Transplantasi Organ memberikan aturan 
terhadap teknis pendonor. Definisi pendonor berdasaran Pasal 13 
ayat (1)  merupakan pihak yang secara sukarela mendonorkan 
organ tubuhnya untuk pihak yang membutuhkan. Pendonor 
sendiri dibagi menjadi dua jenis yakni pendonor yang hidup dan 
pendonor yang sudah mati atau di sebut pendonor mati batang 
otak (MBO). Indonesia tidak memfokuskan pengembangan 
terhadap pendonor mati batang otak karena pada implementasi di 
dunia medis khususnya organ tubuh ginjal terlalu sulit menjaga 
organ pada pendonor mati batang otak (MBO) untuk 
ditrasplantasikan kepada orang yang masih hidup, sehingga 
berdasarkan Pasal 13 ayat (3) mengemukakan bahwa “Pendonor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari (a) pendonor 
yang memiliki hubungan saumi/istri atau (b) pendonor yang tidak 
memiliki hubungan darah dengan resipien.” Pada Pasal 13 ayat 
(3),  jenis asal pendonor yang mendonorkan organ ginjal,  yang 
esensinya merupakan asal muasal organ ginjal yang bersal dari 
pendonor dapat berasal dari pihak yang memiliki hubungan darah 
dan pendonor yang tidak memiliki hubungan darah dengan 
resipien. Pembagian asal pendonor yang ada di Filipina juga 
membagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni (1) donor hidup yang 
memiliki hubungan kekeluargaan dengan  resipen, meliputi orang 
tua, saudara, kerabat yang berdomisili di Filipina, serta keluarga 
besar yang memiliki kecocokan golongan darah yang sama 
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dengan resipien. (2) Donor hidup yang tidak memiliki hubungan 
keluarga.  
Perbedaan pengaturan hukum positif terhadap penjualan organ 
tubuh ginjal di Indonesia dan Filipina : 
No Indikator Indonesia Filipina 
1 Regulasi Undang-Undang 
kesehatan Nomor 36 
tahun 2009 tentang 
Kesehatan 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 tahun 1981 
tentang , Bedah Mayat 
Klinis Dan Bedah Mayat 
Anatomis Serta 
Transplantasi Alat Atau 
Jaringan Tubuh Manusia 
Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 38 
tahun 2016 
DOH No 2010-0018 : 
Republic of Philippine 
Departement of Health 
Revised National Policy 
on Living Non Related 
Organ Donor and 
Transplatation and its 
Implementing Structure 
Hose Bill No.3165 : An 
Act To Institute Police 
To Prohibit Commercial 
Dealings In Human 
Organs, Tissue And/Or 
Parts, Providing 
Pebalities Therfore For 
Its Violations, And For 
Other Purposes (UU 
Larangan 
Komersialisasi Organ 
Tubuh) 
Executive Order 34:An 
Act Regulating living 
Non Related Organ 
Donation  
2 Subyek Setiap orang Fasilitator,korporasi, 
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 pekerja, asosiasi 
3 Unsur-unsur tindak 
pidana 
Jual beli organ tubuh 
manusia 
Penawaran, 
Mempromosikan, 
Penghubung antara 
pendonor dan resipien, 
penadah. 
4 Pemidanaan Pidana Penjara : 
maksimum 10 tahun 
Denda : maksimum 
Rp.1.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) 
 
Pidana Kurungan : 3 
bulan  
Denda : Rp.3.500,00 (tiga 
ribu lima ratus rupiah) 
 
 
Komersialisasi. Pidana 
penjara : 20 tahun, 
Denda :  P1.000.000.00 
(satu miliar peso) -  
tidak lebih dari 
P2.000.000.00 (dua 
miliar peso) 
Fasilitator. Pidana 
penjara : 15 tahun. 
Denda: P2.000.000,00 
(dua miliar peso)– tidak 
lebih dari  
P5.000.000,00 (lima 
miliar peso) 
Jaringan komersialisasi. 
Penjara : Seumur hidup. 
Denda : Kurang lebih 
P5.000.000,00 (lima 
miliar peso) 
5 Lembaga Terkait 
Jual Beli Organ 
Tubuh Ginjal 
Tidak ada Ada 
Tabel 2 Perbedaan Pengaturan Hukum Positif Terhadap Penjualan Organ 
Tubuh Ginjal Di Indonesia Dan Filipina 
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Keterangan  : 
1.      Regulasi terhadap larangan penjualan organ tubuh ginjal di 
Indonesia diatur dalam peraturan tertulis. Yang pertama Undang-
Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) di 
dalamnya memuat (1) ketentuan umum yang berupa penjelasan 
terhadap transplantasi organ tubuh manusia, jaringan tubuh manusia, 
(2) mengenai tujuan utama transplantasi organ tubuh ginjal adalah 
untuk kemanusian dan dilarang tegas dikomersialisasikan, (3) prosedur 
transplantasi organ tubuh ginjal secara legal dan (4) larangan terhadap 
penjualan organ tubuh manusia. Kedua peraturan teknis yaitu  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat 
Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau 
Jaringan Tubuh Manusia yang mengatur mengenai tata cara secara 
teknis transplantasi organ tubuh manusia secara prosedural donor 
hidup dan donor yang sudah meninggal.  
      Berbeda dengan kondisi di Indonesia, di Filipina, regulasi 
terhadap prosedur transplantasi organ tubuh ginjal diatur lebih khusus 
di dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh senator 
selaku lembaga parlemen, lembaga eksekutif dan departemen 
kesehatan. Pengaturan dari Menteri Kesehatan Filipina atau disebut 
dengan Departement of Health of Philipine (DOH) mengeluarkan 
regulasi terhadap hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan pada saat proses transplantasi serta lembaga penyedia 
kebutuhan organ tubuh ginjal, yakni  Administratif Order Republic of 
Philippine Departement of Health Revised National Policy on Living 
Non Related Organ Donor and Transplantation and its Implementing 
Structure. Pihak Lelgislatif Filipina dalam hal ini Senator Filipina 
mengeluarkan aturan undang-undang yang mengatur secara khusus 
larangan komersialisasi organ tubuh manusia, hal ini termuat terdapat 
dalam An Act To Institute Police To Prohibit Commercial Dealings In 
Human Organs, Tissue And/Or Parts, Providing Pebalities Therfore 
49 
 
 
 
For Its Violations, And For Other Purposes (selanjutnya disebut An 
Act Commercial Dealings In Human Organs). Di sisi lain eksekutif di 
Filipina mengeluarkan aturan yang mengatur prosedur dan skema 
pendonor meliputi (1) ginjal hidup yang terbagi menjadi donor yang 
tidak memiliki hubungan darah dan memiliki hubungan darah. (2)  
Pendonor yang sudah meninggal. Hal ini termuat di dalam Executive 
Order 34:An Act Regulating living Non Related Organ Donation.  
2.     Berdasarkan Pasal 192 UU Kesehatan, subyek tindak pidana jual 
beli organ ginjal adalah setiap orang, unsur setiap orang  
“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau 
jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah)” 
 Setiap orang pada Pasal 192 UU Kesehatan mengemukakan 
pelaku tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal adalah setiap orang. 
Subyektifitas seseorang yang melakukan tindak pidana berawal atas 
niatan sesorang untuk melakukan penjualan maupun pembelian. 
Kemudian berkembang pada tindakan untuk melakukan penjualan 
ataupun pembelian organ tubuh ginjal yang dilakukan secara sengaja. 
Tujuan utama penjual organ tubuh ginjal adalah mendapatkan 
kompensasi secara material, hal ini secara tegas dilarang di dalam UU 
Kesehatan. Pada perkembangannya unsur setiap orang tidak hanya 
termasuk pada orang yang mampu bertanggungjawab dan sudah 
dewasa, namun subyek tindak pidana dapat pula dikenakan pada badan 
hukum yang terbukti melakukan tindak pidana penjualan organ tubuh 
ginjal. Pada perkembangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia 
pengenaan subyek hukum pidana tidak terbatas pada setiap orang 
(person) tetapi dapat pula menjerat badan hukum sebagai pelaku tindak 
pidana. Selain UU Kesehatan, larangan terhadap penjualan organ 
tubuh ginjal terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 
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1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta 
Transplantasi Alat atau Organ Tubuh Manusia. Pada Pasal 17, 
menyatakan bahwa “Dilarang memperjualbelikan alat dan/atau 
jaringan tubuh manusia.” Pada kenyataannya, jika terjadi jual beli alat 
dan atau jaringan tubuh manusia dapat dikenakan saksi pidana yang 
termuat dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan, bahwa  
“Pelanggaran ketentuan dalam Bab II, Bab III, Bab V, Bab VI, 
Bab VII, dan Bab VIII, diancam dengan pidana kurungan 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).”  
Unsur subyektif pada Pasal 20 ayat (1) adalah kesengajaan 
melakukan jual beli alat dan jaringan tubuh manusia termasuk 
didalamnya organ tubuh ginjal, yang mana apabila larangan terhadap 
jual beli organ tubuh manusia Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 
1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis dan 
Transplantasi Organ atau Jaringan Tubuh, mengenakan jenis sanksi 
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau pengenaan denda dengan 
besaran Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).  
Pengenaan sanksi di Indonesia, berbeda dengan yang berlaku di 
Filipina. Subyek pelaku tindak pidana di Filipina, tidak hanya pada 
setiap orang namun pihak-pihak yang terlibat secara sengaja 
menawarkan penjualan organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagian 
tubuh lainnya seperti yang terdapat dalam An Act Commercial 
Dealings In Human Organs : 
Section 4 paragraph (4) To offer consideration in money, kind or 
service for the purpose of acquiring, buying, offering, selling, or 
trading human organs, tissues and/or parts; 
Section 4 (11) To offer to supply human organ, tissues and/or 
parts for consideration or intiates or negotiates any dialogue or 
exchange for the supplay therofer or for an offer to supply human 
organs, tissues and/or parts. 
Tindakan penawaran berupa tidakan penawaran penyediaan jasa 
pada Pasal 4 ayat (4) memiliki tujuan penjualan dan pembelian organ 
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tubuh manusia dalam perdagangan organ tubuh manusia. Penawaran 
berupa jasa, terhadap perdagangan organ tubuh ginjal tentunya untuk 
mendapatkan keuntungan secara material. Begitupula dengan Pasal 4 
ayat (11) penawaran terhadap organ tubuh dan jaringan tubuh manusia 
tidak berhenti pada maksud sesorang yang akan melakukan tindakan 
penawaran penjualan organ tubuh ginjal, namun maksud tersebut 
sudah direalisasikan secara nyata berupa menawarkan organ tubuh 
manusia dan jaringan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan 
financial yang bersangkutan.  
Tindakan, memotivasi dan mempelancar, meningkatkan 
penjualan, seperti yang terdapat dalam  
Section 4 paragraph (6) To engage in the sale, barter or other 
transaction of human organs, tissues and/or parts for 
consideration in whater form 
Tindakan setiap orang yang berusaha untuk meningkatkan 
penjualan terhadap transaksi organ tubuh manusia secara sengaja yang 
mana ditunjukkan untuk kepentingan secara material semata dengan 
cara mempengaruhi orang lain untuk secara langsung terlibat dan 
mengikuti tindakan komersialisasi organ tubuh ginjal dalam tahap 
penjualan, penukaran organ dengan uang dalam rangka tindakan 
transaksi organ tubuh ginjal. 
Tidak hanya pada pihak penawar dan motivator. Terdapat 
broker/penghubung transaksi organ tubuh manusia yang 
menghubungkan pembeli dengan penjual, jaringan dan/atau bagian 
tubuh manusia, hal ini termuat dalam : 
Section 4 paragraph (5) To act as a facilitatior, middleman, 
broker or other smiliar role in the sale, barter or other 
transaction of human organs, tissues and or parts for 
consideration in whatever form. 
Pihak broker ini berhubungan dengan seseorang yang menjadi 
penghubung antara pendonor organ tubuh manusia resipien. Seseorang 
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yang memiliki niat dan melakukan tindakan komunikatif berupa, 
interaksi transaksi yang menghubungkan pendonor dengan resipien 
untuk memenuhi kebutuhan organ tubuh, jaringan dan/atau bagian 
tubuh lainnya. Komunikasi yang dibentuk oleh „orang tengah‟ 
merupakan tindakan yang mengarahkan seseorang untuk melakukan 
transaksi organ tubuh manusia secara illegal. Penyedia fasilitas oleh 
pihak penghubung, semakin mempelancar tindak pidana penjualan 
organ tubuh manusia. Adanya fasilitator yang melakukan komunikasi 
secara aktif, dapat menimbulkan jaringan yang massif dan terstruktur 
terhadap jual beli organ tubuh manusia yang pertama fasilitator, 
merupakan pihak yang memberikan fasilitas dimulai dari pendaftaran 
dan penjaringan untuk mendapatkan organ tubuh ginjal. Korporasi 
merupakan badan hukum yang memiliki izin dari pihak yang 
berwenang untuk melakukan kegiatan dalam hal ini di bidang medis, 
pekerja perusahaan, asosiasi, perkumpulan dan kegiatan orgaisasi 
lainnya yang memiliki niat yang secara terang-terangan atau sengaja 
melakukan penawaran terhadap organ tubuh ginjal. Oleh karena itu 
berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku tindakan 
penawaran, fasilitator, dan broker organ tubuh ginjal merupakan tindak 
pidana, namun sepanjang perbuatan-perbuatan dilarang tidak diatur 
dalam hukum positif yang berlaku serta tidak menimbulkan 
ketimpangan di masyarakat maka perbuatan yang dilakukan bukan 
merupakan tindak pidana ; 
3.          UU Kesehatan memberikan pengaturan terhadap larangan 
memperjualbelikan organ tubuh manusia termasuk organ ginjal. 
Tindakan praktek transplantasi organ tubuh manusia hanya untuk 
kebutuhan di bidang kesehatan. Tindakan jual beli organ tubuh 
manusia dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara material, 
dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan pidana denda, dalam Pasal 
192 UU Kesehatan, yang menyatakan bahwa : 
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“Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ 
atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”  
Unsur memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh, merupakan 
tindakan  timbal balik yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak 
pembeli, dimana penjual adalah pendonor organ ginjal sedangkan 
pembeli adalah resipien. Tindakan jual beli yang dilakukan oleh 
pendonor dan resipien melibatkan obyek berupa organ tubuh ginjal. 
Organ dalam dunia medis merupakan gabungan dari beberapa jaringan 
yang berbeda-beda untuk mendukung satu fungsi atau lebih. Organ 
tubuh ginjal merupakan gabungan dari jaringan yang memiliki fungsi 
mengeluarkan racun dari dalam tubuh yang memuat larangan terhadap 
jual beli organ tubuh manusia. Pada unsur ini kesengajaan melakukan 
jual beli organ tubuh ginjal atas perbuatan seseorang menajdi tolak 
ukur perbuatan yang bertentangan dengan UU Kesehatan. Sehingga 
kesengajaan seseorang melakukan jual beli organ tubuh ginjal tanpa 
alasan yang jelas, yang merujuk pada keuntungan secara material, 
secara tegas dilarang di dalam UU Kesehatan, karena akan 
menimbulkan dampak yang buruk bagi resipien. UU Kesehatan hanya 
memberikan pengaturan terbatas pada jual beli organ tubuh ginjal yang 
terjadi dimasyarakat. Pengenaan perbuatan tindak pidana terhadap 
pihak yang terlibat dalam penawaran, pembagian dan pengambilan 
secara paksa organ tubuh manusia termasuk organ tubuh ginjal belum 
dapat terjangkau pada pengenaan pemidanaan yang terdapat di dalam 
UU Kesehatan. Pasal 204 ayat (1) KUHP sebagai delik formil yang 
meniti beratkan pada perbuatan, meliputi perbuatan menawarkan, 
menyerahkan, membagikan, atau membagi-bagikan “barang” yang 
diketahui sifat berbahaya barang tersebut namun tidak diberitahukan 
kepada pihak yang menerima, belum dapat menjatuhkan sanksi 
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pemidanaan terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana jual 
beli organ tubuh ginjal. Pengenaan Pasal 204 ayat (1) KUHP lebih 
banyak dikenakan kepada pihak pembeli (konsumen) yang merasa 
dirugikan terhadap sesuatu hal yang lazim diperjual belikan (semisal 
air minum, obat-obatan, kosmetik), yang mana sifat berbahaya dari 
barang yang dijual tidak diberitahukan kepada pembeli.  
Filipina mengatur tindakan terhadap komersialisasi organ tubuh 
ginjal secara spesifik. Berdasarkan An Act To Commercial Dealings 
mengklasifikasi tindak pidana komersialisasi organ tubuh ginjal, yang 
pertama adalah tindakan mengiklankan organ tubuh manusia. Iklan 
yang dimaksudkan adalah, penyampaian informasi bagi publik, baik 
secara formal yang dapat dilakukan menggunakan media cetak melalui 
koran, majalah atau brosur maupun pamflet. Selain menggunakan 
sarana media cetak dapat pula melalui media elektronik, yang 
cakupannya lebih luas dengan memanfaatkan internet. Selain 
penyampaian informasi secara formal, tindakan promosi dapat 
dilakukan secara informal. Dimana penawaran dilakukan secara 
langsung dari seorang donor organ ginjal atau jaringan tubuh manusia 
kepada resipein. Pemberitahuan iklan yang dilakukan dapat berupa 
iklan atas organ tubuh ginjal manusia yang akan dijual kepada pihak 
yang membutuhkan serta tindakan pemberitahuan iklan yang 
menunjukan hasil kesepakatan antara penjual organ tubuh ginjal 
manusia dengan pembeli organ tubuh ginjal manusia. Tindakan 
mengiklakan organ tubuh tidak diperkenankan. Hal ini tercantum 
dalam An Act Commercial Dealings In Human Organs: 
Section 4 paragraph (1) To advertise in any manner, wheter 
formally through print, broadcast or electronic media or 
informally, an offer to sell, barter or transact in human organs, 
tissue and/or part or an offer to acquire, buy or receive human 
organ tissues and/or parts for cosideratin in whater from;  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (1) Mengiklankan untuk 
kepentingan apapun, baik pesan secara formal dalam bentuk cetak, 
pesan berantai atau media elektronik atau informasi informal yang 
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memberikan penawanan untuk menjual, menukarkan atau 
melakukan transaksi organ tubuh, jaringan atau bagian tubuh 
lainnya, membeli atau menerima jaringan atau bagian tubuh 
lainnya;) 
Section 4 paragraph (2) To advirtise, publish, print, boardcast or 
distribusi, or cause the advertisement, publication, printing , 
boardcasting or distribution by any means, including the use of 
information technology and the internet, or any brochure, flyer, or 
any propaganda material that promotes commercial dealings in 
human organs, tissues and/or parts; 
(Terjemahan penulis : Pasal 4 ayat (2) mengiklankan, 
menyebarkan, mencetak, menyebarkan pesan berantai atau 
mendistribusikan atau karena alasan apapun dalam bentuk iklan, 
publikasi, cetakan, termasuk pula menggunakan teknologi 
informasi dan internet, atau brosur, phamflet, atau berbagai sarana 
lainnya yang bertujuan untuk mempromosikan kesepakatan 
komersialisasi organ tubuh, jaringan atau bagian tubuh lainnya;)    
Kedua, tindakan  mengajak orang lain untuk melakukan 
komersialisasi organ tubuh dan jaringan atau alat tubuh, yang mana 
tindakan tersebut  menimbulkan  kerugian bagi orang lain. Tindakan 
yang melibatkan orang lain, diawali dengan perekrutan orang lain untuk 
melakukan tindakan pendistribusian organ tubuh ginjal, dengan cara 
menyuruh orang tersebut untuk memindahkan organ tubuh ginjal dari 
satu tempat ketempat yang lainnya disertai pemberian tawaran komisi 
kepada orang lain untuk tercapainya  transaksi organ tubuh ginjal. Hal 
tersebut tidak diperkenankan, baik yang hanya sekedar memperkerjakan 
untuk mendistribukan ataupun menjual organ tubuh atau jaringan 
lainnya. Hal ini termuat dalam: 
Section 4 paragraph (3) To recruit, transport, transfer, harbor, 
provide, or receive a person by any means, for the sale, barter, or 
any transaction of human organs, tissues and/or parts which 
involves consideration in whater form;  
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(Terjemahan penulis: Pasl 4 ayat (3) merekrut, mendistribusikan, 
memindahkan, memperkerjakan, menawarkan seseorang dengan 
berbagai alasan untuk menjual, menukar, atau melakuakn berbagai 
macam transaksi organ tubuh, jaringan dan atau/bagian tubuh 
manusia;) 
Section 4 paragraph (13) To recruit or invite persons to supplay 
human organs, tissues and/or parts for consideration;  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (13) merekrut atau mengajak 
seseorang untuk menyedikan organ tubuh manusia, jaringan 
dan/atau bagian tubuh lainnya;) 
Section 4 paragraph (14) To make or receive payment for the 
supply or of an offer to supply human organs, tissues and/or parts;  
(Terjemahan penulis : Pasal 4 ayat (14) menerima bayaran untuk 
melakukan penyediaan terhadap organ tubuh, jaringan dan/atau 
bagian;) 
Ketiga, melakukan kegiatan perdagangan organ atau jaringan tubuh 
lainnya. Kegiatan  perdagangan, berkaitan dengan permintaan dan 
penawaran yang ada. Orientasi keuntungan material terhadap  
perdagangan organ tubuh dan jaringan lainnya dilarang. Tindakan 
perdangan organ tubuh dan jaringan tubuh manusia melibatkan tiga 
komponen yakni penyedia organ tubuh manusia, penyalur organ tubuh 
manusia, dan penerima organ tubuh manusia. Untuk memenuhi 
kebutuhan organ tubuh manusia diawali dengan adanya penawaran yang 
dilakukan seseorang. Penawaran penjualan didasarkan pada kebutuhan 
ekonomi. Tindakan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku pasar 
illegal organ tubuh manusia, mengkomunikasikan penawaran dan 
permintaan organ tubuh atau jairngan tubuh secara legalitas tidak 
diperkenankan. Hal-hal di atas termuat dalam Pasal 4 An Act 
Commercial Dealings In Human Organs, yang mengatur: 
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Section 4 paragraph (4) To offer consideration in money, kind or 
service for the purpose of acquiring, buying, offering, selling, or 
trading human organs, tissues and/or parts;  
(Terjemahan penulis: melakukan jasa penawaran untuk 
mendapatkan upah dengan cara menawarkan, menjual dan 
memperdangangkan organ tubuh, jaringan dan atau bagian tubuh) 
Section 4 paragraph (5) To act as a facilitatior, middleman, broker 
or other smiliar role in the sale, barter or other transaction of 
human organs, tissues and or parts for consideration in whatever 
form;  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (5) bertindak sebagai fasilitator, 
orang tengah, penghubung atau tindakan lainnya yang memiliki 
kesamaan untuk menjual, melakukan penukaran, atau transaksi 
lainnya terhadap organ tubuh manusia, jaringan dan bagain tubuh 
lainnya)    
Section 4 paragraph (6) To engage in the sale, barter or other 
transaction of human organs, tissues and/or parts for 
consideration in whater form  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (6) meningkatkan penjualan, 
penukaran atau transaksi lainnya terhadap organ tubuh, jaringan 
dan atau/bagian tubuh lainnya;) 
Section 4 paragraph (7) To store and/or handle parts with the 
knowledge that the human organs, tissues and/or parts has been 
acquired or transferred or sold for consideration in whater form;  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (7) menjual dan atau menguasai 
bagian yang diketahui merupakan organ tubuh, jaringan dan/atau 
bagian yang dapat ditansfer atau dijual;) 
Section 4 paragraph (8) To diliver, transport, transfer and/or 
distribute human organs, tissues and/or parts with the knowledge 
that the human organs, tissues and/or parts has ben acquired or 
transferred or sold for consideration in whatever form;  
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(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (8) mendistribusikan, 
mentransportasikan, menstransferkan dan/atau bagian yang 
diketahui termasuk dalam organ tubuh, jaringan dan/atau bagian 
yang dapat di pindahkan atau dijual;) 
Section 4 paragraph (9) To remove or transplant human organs, 
tissues and/or part with the knowledge that in human organs, 
tissues and/or parts has been acquired or transferred or sold for 
consideration in whatever form;  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (9) mengalihkan atau 
memindahkan organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagian yang 
diketahui sebagai organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagian 
tubuh manusia yang dapat dipindahkan atau dijual;) 
Section 4 paragraph (10) To consent to the transplantation of 
human organs, tissues and/or parts with the knowledge that in 
human organs, tissues and/or parts has been acquired or 
transferred or sold for consideration in whater form;  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (10) tindakan transplantasi organ 
tubuh, jaringan dan/atau bagian yang diketahui sebagai organ 
tubuh manusia, jaringan dan/atau bagain yang dipindahkan atau 
dijual;) 
Section 4 paragraph (11) To offer to supply human organ, tissues 
and/or parts for consideration or intiates or negotiates any 
dialogue or exchange for the supplay therofer or for an offer to 
supply human organs, tissues and/or parts;  
(Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (11) menawarkan penyediaan 
organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagian yang didalamnya 
terdapat tindakan penawaran atau percakapan untuk menyediakan 
atau memasok organ tubuh manusia, jaringan dan/atau bagian 
lainnya;) 
Section 4 paragraph (12) To engage in the tranding of human 
organs, tissues and/or parts for consideration in whatever form; 
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 (Terjemahan penulis: Pasal 4 ayat (12) perjajian untuk melakukan 
perdagangan organ tubuh manusia, jaringan dan /atau bagian tubuh 
lainnya). 
Pasal 6 ayat (1) Kualifikasi terhadap perdagangan organ tubuh 
manusia yang dilakukan oleh sindikat dalam lingkup internasional, 
Pasal 6 ayat (2) penawaran terhadap organ tubuh manusia oleh 
dokter terhadap permintaan pegawai atau staf rumah sakit, Pasal 6 
ayat (3) kejahatan yang dilaksanakan oleh korporasi, asosiasi atau 
kelompok, Pasal 6 ayat (4) korban dari tindak kejahatan yang telah 
di ancam dan perlakuan diskriminasi secara fisik maupun psikis. 
Pasal 6 ayat (5) korban dari komersialisasi organ tubuh dengan 
cara kekerasan, intimidasi untuk mendapatkan organ tubuh secara 
gratis. 
Keempat tindakan membantu atau memfasilitasi kesepakatan 
komersialisasi organ manusia dan atau bagian lainnya. Prosedur secara 
legal terhadap praktek transplantasi organ tubuh manusia memerlukan 
kerja sama di bidang tenaga kesehatan, masyarakat selaku pendonor, 
serta pasien selaku resipien organ donor. Pemenuhan bentuk kerja sama, 
dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pertama 
dilakukan dengan melakukan pendaftaran terhadap pendonor organ 
tubuh melalui lembaga transplantasi organ tubuh di Filipina atau dengan 
melibatkan bank donor (salah satunya bank donor organ tubuh ginjal di 
Filipina). Penjaringan yang telah memenuhi klasifikasi akan medapatkan 
timbal balik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Resipen tentunya 
akan mendapatkan organ tubuh yang baru dari pendonor. Sedangkan 
pendonor akan mendapatkan upah dan rehabilitasi terhadap kondisi 
kesehatan pasca sesuai operasi pengambilan organ tubuh dengan 
prosedur kelembagaan organ donor yang diikuti. Prakteknya, muncul 
tindakan prosedur illegal terhadap transplantasi organ tubuh dan jaringan 
manusia (temasuk  organ tubuh ginjal). Tindakan illegal yang terjadi, 
merupakan dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan organ tubuh 
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(khususnya ginjal) secara cepat. Resipien dan keluarga resipien tidak 
memiliki waktu yang banyak untuk menjalani serangkaian prosedur dan 
waiting list yang lama, untuk mendapatkan organ tubuh yang sesuai 
dengan kebutuhan. Peristiwa ini mendorong pihak-pihak yang kurang 
bertanggung jawab turun menjadi fasilitator secara langsung maupun 
tidak langsung, terjadinya kesepakatan transaksi organ tubuh manusia 
secara illegal. Hal ini termuat dalam undang-undang larangan 
komersialisasi organ tubuh, jaringan dan/atau bagian lainnya, yang 
termuat pada : 
Sec.5 paragraph (1) to knowingly lease or sublease, use or allow 
to be used any house, building or estabilismen for the purpose of 
promoting commercial dealing in human organs, tissues and/or 
parts; 
(Terjemahan penulis : Pasal 5 ayat (1) keterlibatan secara langsung 
maupun tidak langgsung atas pemberian izin menggunakan rumah, 
bangunan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung terjadinya 
kesepakatan transaksi jual beli organ tubuh, jaringan dan/atau 
bagian lainnya;),  
Pemberian izin yang dimaksudkan pada pasal di atas berkaitan 
dengan penggunaan bangunan seperti rumah sakit dan fasilitas medis 
untuk mempelancar tindak pidana komersialisasi organ tubuh manusia, 
sehingga pemilik bagunan sebagai fasilitator merupakan subyek yang 
secara tidak langsung maupun langsung terlibat dalam tindak pidana 
komersialisasi organ tubuh ginjal;  
4.    Pemidanaan terhadap jual beli organ tubuh di Indonesia terdapat 
dalam Pasal 192 UU Kesehatan. Setiap orang yang melakukan jual beli 
organ tubuh manusia mendapatkan sanksi pemidanaan berupa pidana 
penjara. penjatuhan pidana penjara terhadap tindak pidana jual beli 
organ tubuh manusia paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda 
paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Berbeda dengan 
Indonesia, ketentuan hukum positif di Filipina berdasarkan An Act 
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Commercial Dealings In Human Organs adanya klasifikasi berdasarkan 
perbuatan tindak pidana komersialisasi organ tubuh termasuk organ 
tubuh ginjal dalam pemberian sanksi pemidanaan, yakni pada Pasal 9 
ayat (1), setiap orang yang terbukti melakukan komersialisasi organ 
tubuh ginjal dikenakan sanksi pidana penjara selama 20 (dua puluh) 
tahun penjara dan pengenaan denda tidak kurang dari P1.000.000.00 
(satu miliar peso) dan tidak lebih dari P2.000.000.00 (dua miliar peso), 
Pasal 9 ayat (2) setiap orang yang terbukti sebagai fasilitator dikenakan 
pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun serta denda : 
P2.000.000,00 (dua miliar peso) dan tidak lebih dari  P5.000.000,00 
(lima miliar peso), Pasal 9 ayat (3) setiap orang terbukti terlibat dalam 
jaringan komersialisasi organ tubuh ginjal termasuk dalam kejahatan 
yang serius sehingga dikenakan pidana penjara selama seumur hidup 
dan denda kurang dari P5.000.000,00 (lima miliar peso), Pasal 9 ayat 
(4) perusahaan, korporasi, asosiasi ataupun perkumpulan yang terbukti 
melakukan komersialisasi organ tubuh ginjal dikenakan sanksi 
pencabutan izin, Pasal 9 ayat (4) direktur, pemilik, patner, manager 
yang terbukti terlibat dalam komersialisasi organ tubuh ginjal mendapat 
larangan izin usaha; 
5.   Indonesia tidak memiliki lembaga khusus terkait penyedia 
kebutuhan organ tubuh ginjal secara resmi, hanya terdapat komite 
nasional transplantasi, sedangakan di Filipina terdapat aturan dan 
lembaga resmi penyedia organ tubuh ginjal, hal ini termuat dalam 
Administrative Order Republic of the Philippines Department of Health 
Revised National Policy on Living Non Related Organ Donation and 
Transplantation and its Implementing Structure (Terjemahan penulis : 
Peraturan Administratif Depaertemen Kesehatan Republik Filipina 
tentang Donor Organ Hidup Tanpa Ikatan Keluarga dan Transplantasi 
Serta Penerapannya). Pada regulasi ini terdapat 9 (sembilan) bab 
meliputi, pengertian, prinsip, kelembagaan, kebijakan umum, struktur 
organisasi, pendanaan, peringatan dan sanksi. Berikut ini lembaga-
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lembaga terkait transplantasi organ tubuh ginjal di Filipina (1)  PBODT 
(Philippine board for organ donation an dtransplatation) lembaga ini 
memiliki fungsi memantau dan mengesahkan kebijakan yang 
mendukung program transplatasi organ tubuh ginjal dalam jumlah, 
teknis, akses dan akuntabilitas serta megesahkan sertifikat standar utnuk 
fasilitas transplatasi organ tubuh ginjal; (2) PODTP (Philippine Organ 
and Transplantation Program)  lembaga ini memiliki fungsi mengurus 
pendaftaran registrasi data pihak pendonor. Setelah calon pendonor 
melakukan pendaftaran secara adminitratif, lembaga donasi dan 
trasnpalasi Filipina. Saat praktek penjaringan dan seleksi PODTP, akan 
diawasi oleh komite transplantasi nasional yakni National Transplant 
Ethisc (NTEC); (3) NTEC (National Transplant Ethisc Committee) 
lembaga ini meiliki fungsi mengawasi perencanaan dan pelaksanaan 
tahap registrasi dan penjaringan pendonor terhadap transplantasi organ 
ginjal; (4) PHILNOS (Philippone Network for Organ Sharing) lembaga 
ini memiliki fungsi implementasi dalam pendaftaran secara adminitratif 
bagi calon pendonor yang akan mendonorkan organ tubuh ginjal ; 
Struktur organisasi transplantasi organ tubuh ginjal, 
mempergunakan standar umum, meliputi; (1) Kuantitas merupakan 
jumlah organ donor yang diperlukan setiap tahunnya. Lembaga PODTP 
memiliki tugas melakukan penjaringan terhadap pendonor organ tubuh 
ginjal. (2) Keadilan merupakan keadaan dan kebenaran secara umum. 
Untuk itu pada donor ginjal, tidak memandang gander, status, suku, ras, 
budaya dan agama. Hal ini dilakukan mencegah terjadinya diskriminasi. 
(3) Kredibilitas informasi. Demi menunjang terlaksananya, transplantasi 
organ tubuh ginjal secara prosedural dan aman bagi resipien. Adanya 
kebijakan terhadap keterbukaan dan kelengkapan informasi mengenai 
organ tubuh ginjal yang akan diterima. Hal ini dilihat dari kondisi 
kesehatan pasien, fasilitas dan sarana kesehatan, serta izin pelaksanaan 
transplantasi organ tubuh ginjal. Keterbukaan informasi juga dilakukan 
oleh pihak pendonor dan resipien.  
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Filipina memberikan klasifikasi pendonor organ tubuh. Klasifikasi 
pedonor organ tubuh terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni (1) donor 
hidup yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan resipen, meliputi 
orang tua, saudara, kerabat yang berdomisili di Filipina, serta keluarga 
besar yang memiliki kecocokan golongan darah yang sama dengan 
resipien. (2) donor kavender, merupakan donor organ tubuh yang bersal 
dari mayat. Kriteria mayat dalam undang-undang ini adalah tidak 
berfungsinya otak sebagaimana mestinya. (3) Donor hidup yang tidak 
memiliki hubungan keluarga. Pada donor yang tidak memiliki 
hubungan kekeluargaan diberkan menjadi 3 (tiga) macam, meliputi; (1) 
Donor hidup merupakan pendonor yang memiliki hubungan emosional 
dengan resipien, yakni organ donor yang dapat diperoleh dari teman, 
teman dekat, dan tidak memiliki ikatan secara kekeluargaan. (2) Donor 
penberian merupakan donor organ tubuh yang diperoleh dari pemberian 
seseorang atau sumbangan seorang pendonor organ tubuh kepada 
resipen. (3) Organ donor yang dikomersialisasikan atau donasi organ 
tubuh yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, merupakan 
donasi organ donor yang dilakukan untuk kepentingan bisnis, sehingga 
adanya harga yang ditentukan, pihak penghubung dan didasarkan pada 
keuntungan donasi donor yang dilakukan.   
       Lembaga transplantasi dan pengawasan transplantasi organ ginjal, 
tentunya kuantitas dan kualitas dari organ donor hidup sesuai dengan 
kualitas kesehatan. Selain itu, apabila diketemukan pelanggaran-
pelanggaran, lembaga-lembaga etik dan pengawas lainnya akan 
mengambil tindakan berupa pemberian sanksi dan pembekuan izin 
operasional. Seseorang maupun perusahaan terbukti melakukan 
tindakan yang bertentangan dengan norma substatif transplantasi organ 
tubuh ginjal, dapat dikenakan pemidaan dan denda, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Menurut penulis hukum positif di Filipina memberikan pengaturan 
secara mendalam dan memberikan klasifikasi terhadap tindakan-tindakan 
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pidana terhadap penjualan organ tubuh manusia, sehingga 
pengklasifikasian tersebut dapat memberikan kepastian dan penegakan 
hukum terhadap jenis-jenis tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal. 
Pemenuhan kebutuhan organ dapat dipenuhi secara prosedural dan legal, 
serta adanya lembaga khusus yang terstrukur, yang bekerja dan 
bertanggung jawab langsung kepada menteri kesehatan untuk memenuhi 
kebutuhan organ tubuh ginjal. Permasalahannya adalah anggaran 
kesehatan yang mencapai, lebih dari P20 miliar peso per tahun, karena 
alokasi anggaran harus memenuhi fasilitas lembaga penyedia organ tubuh 
ginjal yang ada. Berbeda dengan kondisi di Filipina, praktek transplantasi 
organ tubuh ginjal di Indonesia  sudah dilaksanakan sesuai prosedur 
dimulai dari tahap pra transplatansi hingga pasca transplantasi , tetapi 
kebutuhan terhadap organ tubuh ginjal yang semakin tinggi tidak 
sebanding dengan ketersediaan organ tubuh ginjal di Indonesia. Regulasi 
yang ada,hanya memberikan beban kepada penderita gagal ginjal, karena 
tidak adanya lembaga secara khusus penyedia organ ginjal, sedangkan 
prosedur dan waktu waiting list yang lama rawan disalah gunakan oleh 
pihak yang tidak bertanggung jawab.  
  
 
B. Urgensi Pembaharuan Pengaturan dalam Peraturan Perundang-
Undangan Tindak Pidana Penjualan Organ Tubuh Ginjal di dalam 
Ketentuan Hukum Positif di Indonesia 
 
Salah satu tugas hukum adalah melindungi kepentingan 
masyarakat, Kepentingan dan kebutuhan masyarakat harus dapat 
terlindungi dan terakomodir dengan baik. Termasuk dalam hal pemenuhan 
kebutuhan dan perlindungan di bidang kesehatan. Oleh karena itu hukum 
positif dalam suatu tempat harus memuat susunan dan keadaan kesehatan 
masyarakat agar mendapatkan kemanfaatan hukum, untuk mengatur 
pemenuhan kerbutuhan masyarakat di bidang kesehatan diperlukan 
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pembaharuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan keadaan pada 
waktu tertentu dan masa yang akan datang.  
Pembaharuan pengaturan dalam peraturan perundang-undnagan 
tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal terhadap ketentuan hukum 
positif di Indonesia diperlukan sebagai dasaran regulasi terhadap 
pemenuhan organ tubuh ginjal sehingga masyarakat Indonesia agar tingkat 
ketersediaan organ tubuh ginjal di Indonesia sebanding dengan penderita 
gagal ginjal di Indonesia yang semakin meningkat. Regulasi yang ada 
memberikan pijakan terhadap pemenuhan organ tubuh ginjal secara legal. 
Pemenuhan kebutuhan kesehatan berlandaskan hukum positif yang 
berlaku. Untuk memenuhi kebutuhan organ tubuh ginjal, maka diperlukan 
upaya perubahan prosedur tahap pra transplantasi organ tubuh ginjal. 
Perubahan pada tahap ini dapat dilakukan dengan cara evaluasi pada tahap 
seleksi secara lebih ketat kepada calon donor organ ginjal. Selain itu 
diperlukan lembaga pengawas dan pelaksana terhadap pemenuhan 
kebutuhan organ tubuh ginjal.   
Berjalannya suatu sistem hukum yang baik diperlukan 3 (tiga) 
unsur sistem hukum, yakni stuktur (structural), substansi (substantive), 
dan budaya (culture) hukum. Substantive pada berlakunya sistem hukum 
merlihat  hukum positif terhadap tindak pidana penjualan organ tubuh 
ginjal, diamana pada aturan yang berlaku belum mengklasifikasin jenis-
jenis tindak pidana. Jenis tindak pidana terhadap perdagangan organ tubuh 
ginjal hanya sebatas pada jual beli organ tubuh ginjal, sedangkan pihak 
fasilitator dan broker yang ikut terlibat dalam jual beli organ tubuh 
manusia dapat terlepas dari sanksi pemidanaan. Oleh karena itu perlu 
adanya amandemen terhadap UU Kesehatan yang belaku dengan 
memberikan klasifikasi subyek tindak pidana jual beli organ tubuh 
manusia, tidak hanya terbatas pada setiap orang namun memuat pula 
badan hukum, asosiasi, perkumpulan, serta mengklasifikasikan obyek 
tindak pidana organ tubuh manusia yang semakin kompleks, meliputi 
tindakan mempromosikan, menfasilitasi, menawarkan dan menyewakan 
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tempat untuk mempelancar tindak pidana jual beli organ tubuh manusia, 
sehingga dengan adanya klasifikasi terhadap subyek dan obyek, 
pemberiaan sanksi pemidanaan dapat sesuai dengan tingkat tindak pidana 
yang dilakukan. Di sisi lain perlu adanya dasaran hukum terhadap 
pendonor organ tubuh ginjal yang memiliki hubungan darah serta yang 
tidak memiliki hubungan darah. Dua pembagian donor hidup ini dilakukan 
agar antara pendonor dan resipien dapat melakukan hubungan timbal balik 
secara baik sesuai dengan kebutuhan.   
Pada segi structural, perlu adanya badan penyedia organ tubuh 
ginjal untuk memenuhi kebutuhan organ ginjal di Indonesia. Didasarkan 
pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 tahun 2016 perlu dibentuk 
badan penyedia organ tubuh ginjal yang memiliki fungsi di bidang 
administrasi, tidak hanya komite nasional. Badan penyedia organ tubuh 
ginjal ini secara administratif harus dapat melakukan registrasi dan 
pemisahaan terhadap donor hidup yang memiliki hubungan darah dengan 
resipien dengan donor hidup yang tidak memiliki hubungan darah dengan 
resipien, sehingga dengan adanya sistem database terhadap calon donor, 
akan memberikan kemudahan bagi resipien untuk melakukan pemilihan 
terhadap organ donor. Pada segi administratif, perlu dibentuk pula badan 
pengawas yang memiliki fungsi sebagai pihak yang melakukan evaluasi 
terhadap kinerja pemenuhan kebuhuhan terhadap oragn tubuh ginjal, agar 
tidak disalah gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 
Lembaga penyedia dan lembaga pengawas bertanggung jawab secara 
langsung kepada menteri kesehatan, selain monitoring dan evaluasi dari 
badan pengawasan, diperlu adanya kerja sama antara pihak kepolisian agar 
dapat menekan angka jual beli organ tubuh ginjal secara illegal. 
Sedangkan dari segi culture, perlu adanya pemberian edukasi kepada 
masyarakat. Edukasi ini diberikan kepada masyarakat agar masyarakat 
memenuhi kebutuhan terhadap organ tubuh ginjal secara prosedural 
melalui lembaga kesehatan yang terkait. 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan pada 
Bab III, dalam penulisan hukum berjudul “Studi Komparasi Tindak Pidana 
Penjualan Organ Tubuh Ginjal Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia 
dan Filipina”, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Persamaan dan perbedaan hukum positif terkait penjualan organ tubuh ginjal 
di Indonesia dan Filipina : 
a. Persamaan yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan 
terkait dengan tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal di Indonesia dan 
Filipina yakni yang pertama sanksi adminitrasi, kedua penjara dan denda, 
ketiga asal pendonor.  
b. Perbedaan yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan 
terkait dengan tindak pidana penjualan organ tubuh ginjal di Indonesia dan 
Filipina, yakni pertama regulasi, kedua subyek hukum tindak pidana 
penjualan organ tubuh ginjal, ketiga unsur-unsur dalam tindak pidana 
penjualan organ tubuh ginjal, keempat pemidanaan, dan kelima lembaga 
terkait penjualan organ tubuh ginjal. 
2. Perlu adanya pembaharuan dalam pengaturan tindak pidana penjualan organ 
tubuh ginjal di dalam pengaturan hukum positif di Indonesia untuk 
mengakomodir peraturan terhadap kebutuhan organ tubuh ginjal di Indonesia 
B. Saran 
Demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan organ ginjal, maka perlu adanya 
aturan yang memuat pembentukan lembaga organ tubuh ginjal secara integral 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal organ tubuh ginjal. 
Lembaga yang dibentuk harus mampu melaksanakan tugas untuk memenuhi 
kebutuhan organ tubuh ginjal secara legal, dan memberikan timbal balik berupa 
kompensasi material terhadap pihak yang mendonorkan organ tubuh.
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